BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERINTEGRASI

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

bahwa Pemerintah berkewajiban mengembangkan
kompetensi PNS sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;

. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi

aparatur guna mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang
berintegritas, kompeten dan profesional, perlu
mengatur tentang regulasi pengembangan kompetensi
Terintegrasi = bagi PNS melalui pendidikan dan

pelatihan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung;

bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati
tentang pedoman  pengembangan  kompetensi
Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2851);
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4496),;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia  Nomor  5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar
Kualifikasi Akademik dan Kompetisi Guru;




Menetapkan

11.

12,

13

14.

15.

16.

L7,

18.

3

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili
Perguruan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang
Badan Akreditasi Nasional

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan
Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016
tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan
Tinggi.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan
Umum bagi Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Kenaikan Pangkat
Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat
Tanda Tamat Belajar Ijazah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2016 Nomor 12);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun 2016
tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016
Nomor 100);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan
Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
(lembaran berita daerah tahun 2017 nomor 5);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERINTEGRASI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG



BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Bandung.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom;

Bupati adalah Bupati Bandung.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Bandung.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah, selanjutnya disingkat BKPPD adalah
BKPPD Kabupaten Bandung, merupakan unsur
penunjang urusan pemerintahan bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya
disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan, pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil dalam dan dari jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah adalah
pengelolaan pegawai negeri sipil untuk
menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional,
memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari
intervensi politik, bersih dari praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme.

Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS,
adalah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung, yaitu warga
Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi
dan data mengenai pegawai ASN yang disusun
secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi
dengan berbasis teknologi.



12

13.

14.

15.

16.

17

18.

1

20.

21.

22,

Pengembangan kompetensi dalam bentuk
pendidikan  dilakukan untuk  meningkatkan
pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan
formal sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan
tingkat seorang PNS dalam susunan pegawai dan
digunakan sebagai dasar penggajian

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan
fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
PNS dalam suatu satuan organisasi;

Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh
Kepala Perangkat Daerah kepada PNS untuk
memilih dan mengikuti proses tertentu;

Pengembangan kompetensi Terintegrasi  bagi
Pegawai Negeri Sipil yaitu pengembangan
kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan
bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung yang pengelolaan administrasi dan
keuangannya terintegrasi dan terprogram oleh
BKPPD.

Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan
melalui jalur pelatihan klasikal yaitu pelatihan yang
dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka
di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan,
seminar, kursus, dan penataran.

Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan
melalui jalur pelatihan non klasikal yaitu pelatihan
yang dilakukan paling kurang melalui e-learning,
bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh,
magang, dan pertukaran antara PNS dengan
pegawail swasta.

Pendidikan dan Pelatihan Dasar yang selanjutnya
disebut Pelatihan prajabatan adalah proses
pelatihan untuk membangun integritas moral,
kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan
kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan
bertanggung jawab, dan memperkuat
profesionalisme serta kompetensi bidang bagi calon
PNS pada masa percobaan.

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat
SKP adalah rencana kerja dan target yang akan
dicapai oleh PNS.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik
yvang dimiliki oleh seorang PNS  berupa
pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang
diperlukan selama pelaksanaan tugas jabatannya,
sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan
tugasnya secara professional, efektif dan efisien.

Monitoring dan evaluasi Diklat adalah proses
pengukuran, penilaian dan koreksi atas masukan
dari hasil Diklat yang menjadi umpan balik untuk
perbaikan dan penyempurnaan Diklat.
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Pelaporan adalah penyajian data dan informasi
hasil suatu kegiatan.

Penyelenggaraan Diklat Pola Pengiriman adalah
Pelaksanaan Diklat dilaksanakan oleh Lembaga
yang sudah terakreditasi melalui mekanisme
pengiriman peserta.

Penyelenggaraan Diklat Pola Kerja Sama adalah
Pelaksanaan Diklat dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah atau BKPPD melalui mekanisme kerja sama
dengan lembaga yang sudah terakreditasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
selanjutnya  disingkat APBD, adalah APBD
Kabupaten Bandung.

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan,
selanjutnya disingkat STTPL, adalah dokumen yang
diberikan kepada peserta diklat sebagai tanda telah
mengikuti pelatihan;

Koordinasi adalah mekanisme hubungan kerja
antara BKPPD dengan Perangkat Daerah terkait
Program Kediklatan yang meliputi perencanaan,
penyelenggaraan dan evaluasi Diklat, serta dengan
Lembaga Pemerintah lainnya.

Jjin mengikuti pendidikan adalah ijin yang diberikan
oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang
memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan
formal yang lebih tinggi pada suatu lembaga
pendidikan tertentu yang pelaksanaannya
dilakukan di luar jam kerja dan biaya pendidikan
bersumber sepenuhnya dari biaya sendiri.

Pendidikan Kelas Jauh adalah penyelenggaraan
pendidikan di luar kampus tempat Perguruan Tinggi
atau lembaga pendidikan tersebut yang memperoleh
ijin penyelenggaraan oleh Pemerintah.

Pendidikan Jarak Jauh adalah penyelenggaraan
pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari
pendidik dan pembelajarannya menggunakan
berbagai sumber Dbelajar melalui teknologi
komunikasi, informasi atau media lain.

Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk
menentukan kelayakan Program Studi dan
Perguruan Tinggi.

Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian
untuk menentukan kelayakan Program Studi.

Akreditasi Perguruan Tinggi adalah kegiatan
penilaian untuk menentukan kelayakan Perguruan
Tinggi.

Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi, yang
selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan
akreditasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk
melakukan dan mengembangkan  akreditasi
Perguruan Tinggi secara mandiri.
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Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya
disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh
pemerintah atau masyarakat untuk melakukan
akreditasi Program Studi secara mandiri.

Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan pejabat
yang berwenang pada PNS yang memenuhi syarat
untuk mengikuti program pendidikan formal yang
lebih tinggi sesuai kompetensi dan formasi baik di
dalam maupun di luar negeri.

Tugas Belajar Mandiri adalah Penugasan yang
diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
kepada PNS untuk mengikuti atau melanjutkan
pendidikan formal ke perguruan tinggi sebagaimana
ditetapkan oleh  pemerintah dengan biaya
pendidikan ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri
Sipil

Karyasiswa adalah PNS Kabupaten Bandung dalam
status Tugas Belajar.

Sponsor adalah lembaga atau institusi yang
membiayai pelaksanaan Tugas Belajar dan bersifat
tidak mengikat.

Biaya Mandiri adalah biaya yang dikeluarkan oleh
PNS yang mengikuti Tugas Belajar Mandiri.

Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang
diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS
Daerah terhadap Negara.

Surat Keterangan Telah Mengikuti Pendidikan
adalah surat keterangan yang diberikan kepada
PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
sebagai pengganti surat ijin mengikuti pendidikan.

Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan adalah
surat keterangan yang diberikan kepada PNS di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
sebagai bukti telah mengikuti pelatihan.

Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
Kabupaten Bandung yaitu Tim yang memiliki fungsi
melakukan assessment/penilaian terhadap
Aparatur Sipil Negara yang dicalonkan menduduki
suatu Jabatan, baik yang diusulkan meupun yang
tidak diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau disingkat
TAPD adalah TAPD Kabupaten Bandung, yaitu Tim
yang mempunyai tugas pokok mengoordinasikan,
mengendalikan, membina dan mempertanggung-
jawabkan pelaksanaan penyusunan KUA dan PPAS
beserta perubahannya, penyusunan RAPBD beserta
perubahannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pelatihan Praktek Kerja yaitu Pelatihan vyang
diberikan kepada PNS dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung guna meningkatkan
pengetahuan, pengalaman dan kompetensi PNS.



Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup
Paragraf 1
Maksud
Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai
pedoman pengembangan kompetensi bagi PNS di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang
terintegrasi dan  terprogram, baik  pengelolaan
administrasi dan keuangannya oleh BKPPD.

Paragraf 2
Tujuan
Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang
manajemen PNS khususnya pedoman
pengembangan kompetensi PNS di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung; dan

b. Integrasi pengelolaan administrasi dan anggaran
pengembangan kompetensi bagi PNS dapat
dilaksanakan sesuai dengan rencana kebutuhan,
pelaksanaan dan evaluasi program pengembangan
kompetensi yang dilaksanakan oleh BKPPD.

Paragraf 3
Sasaran
Pasal 4

Terwujudnya pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS
dengan standar kompetensi jabatan dan rencana
pengembangan karir bagi PNS yang terintegrasi baik
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Paragraf 4
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah untuk
mengatur BKPPD dan Perangkat daerah dalam rangka
penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi PNS
secara terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung.



(1)

BAB II
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

(1) Pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk

pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan
standar  kompetensi Jabatan dan rencana
pengembangan karier.

(2) Setiap PNS yang memenuhi syarat memiliki hak dan

kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam
pengembangan kompetensi baik pendidikan dan
pelatihan, dengan memperhatikan hasil penilaian
kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang
bersangkutan.

(3) Pengembangan kompetensi bagi PNS di Lingkungan

(4)

Pemerintah Daerah dilaksanakan setiap tahun,
dengan tahapan meliputi:

a. Perencanaan kebutuhan pengembangan
kompetensi

b. Pelaksanaan pengembangan kompetensi
c. Evaluasi pengembangan kompetensi
d. Pembiayaan pengembangan kompetensi

Pelaksanaan pengembangan kompetensi
diinformasikan melalui sistem informasi pelatihan
yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN.

Pasal 7

BKPPD memiliki fungsi koordinasi bidang pengelolaan
administrasi dan keuangan dalam rangka
pengembangan kompetensi Terintegrasi bagi PNS di
Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kegiatan pengembangan kompetensi terintegrasi bagi
PNS di BKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikelola oleh Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur.

Kegiatan pengembangan kompetensi PNS pada
masing-masing Perangkat Daerah dikelola oleh
Sekretariat Perangkat Daerah atau pejabat yang
ditunjuk, dibawah koordinasi Pejabat Pengelola
Kepegawaian Perangkat Daerah.
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Bagian Kedua
Perencanaan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi
Paragraf 1
Umum
Pasal 8

Perencanaan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi
bagi PNS dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana
Kebutuhan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi
Pemerintah Kabupaten Bandung.

Rencana kebutuhan pengembangan kompetensi bagi
PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung,
memuat :

a. Jenis kompetensi yang perlu dikembangkan;

b. Target PNS yang akan dikembangkan
kompetensinya;

Jenis dan jalur pengembangan kompetensi;
Penyelenggara pengembangan kompetensi;

Jadwal atau waktu pelaksanaan;

=0 p oo

Kesesuaian pengembangan kompetensi dengan
standar kurikulum dari instansi Pembina
kompetensi; dan

g. anggaran yang dibutuhkan

Untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu dilakukan :

a. Analisis kesenjangan kompetensi yaitu
membandingkan profil kompetensi PNS dengan
standar kompetensi jabatan yang diduduki dan
yang akan diduduki.

b. Analisis kesenjangan kinerja yaitu membandingkan
hasil penilaian kinerja PNS dengan target kinerja
jabatan yang diduduki.

Biaya yang diperlukan untuk penyusunan Rencana
kebutuhan pengembangan kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)
dibebankan pada APBD Kabupaten Bandung
sebagaimana tercantum dalam DPA BKPPD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim
Penyusun Rencana Kebutuhan dan  Evaluasi
Pengembangan Kompetensi Pemerintah Kabupaten
Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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Paragraf 2
Prosedur Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan
Kompetensi PNS
Pasal 9

(1) Setiap perangkat daerah dapat mengidentifikasi dan
menyusun rencana kebutuhan — pengembangan
kompetensi bagi PNS di lingkup kerjanya dan
disampaikan kepada Kepala BKPPD, dengan
melampirkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (2) dengan format sebagaimana dimaksud
dalam lampiran dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Tim Penyusun Rencana Kebutuhan dan Evaluasi
Pengembangan Kompetensi Pemerintah  Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan
identifikasi umum dan verifikasi rencana kebutuhan
pengembangan kompetensi PNS dari perangkat
daerah, sebagai bahan rumusan awal kegiatan Analisa
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi atau istilah
lainnya, sesuai standar kebutuhan personil, lembaga
dan jabatan, yang dituangkan dalam rumusan tim
penyusun.,

(3) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibahas dalam  kegiatan  Analisa  Kebutuhan
Pengembangan Kompetensi PNS pada akhir tahun,
vang dituangkan dalam kesepakatan dan rekomendasi
rumusan hasil kegiatan.

(4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
disampaikan kepada TAPD untuk menjadi bahan
dalam penyusunan APBD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
Pasal 10

(1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi PNS
dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan dan
evaluasi pengembangan kompetensi PNS.

(2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi PNS

meliputi :
a. Pendidikan.
b. Pelatihan.

(3) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan
dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan
keahlian PNS melalui pendidikan formal dalam rangka
memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan
pengembangan karier, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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(4) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan
dilakukan melalui:
a. Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri;
b. Ijin mengikuti pendidikan; dan
c. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan
Pangkat.

(5) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan
dilakukan melalui :
a. jalur pelatihan klasikal; dan
b. jalur pelatihan non klasikal,

Bagian Keempat
Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan
Paragraf 1
Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri
Pasal 11

(1) Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a diberikan
kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk
mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu
sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan
organisasi.

(2) Informasi mengenai program Tugas Belajar dan Tugas
Belajar Mandiri dari lembaga/instansi pendidikan tinggi
dan sponsor dihimpun oleh BKPPD, untuk selanjutnya
disebarluaskan kepada Perangkat Daerah.

(3) Pemberian Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 12

(1) Jangka waktu Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diberikan
untuk masa waktu:

1 (Satu) Tahun bagi Program D-I;

2 (Dua) Tahun bagi Program D-II;

3 (Tiga) Tahun bagi Program D-III;

4 (Empat) Tahun bagi Program Sarjana;

2 (Dua) Tahun bagi Program Pasca Sarjana/S2;

6 (Enam) Tahun bagi Dokter yang mengambil

Program Spesialis; dan

g. 4 (Empat) Tahun bagi Program Doktor (S3).

PR o

(2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) dapat dikecualikan
apabila program pendidikan dan atau pihak sponsor
telah menetapkan jangka waktu penyelesaian program
pendidikan yang ditempuh



(1)

(2)

(1)
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Pasal 13

Persyaratan PNS yang diberikan Tugas Belajar dan
Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 adalah sebagai berikut:

a.

Berstatus PNS yang telah memiliki masa Kkerja
paling kurang 2 (dua) tahun terhitung sejak
diangkat sebagai PNS;

Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit
Pemerintah;

SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang
bernilai baik untuk semua unsur;

Batas usia paling tinggi 25 tahun untuk program
Diploma/Sarjana, 37 tahun untuk program S2 dan
40 tahun untuk program S3;

Surat Usulan oleh Kepala Perangkat Daerah;

Lulus seleksi/tes masuk dari perguruan tinggi
tempat Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri;
Memiliki pangkat/golongan minimal setara dengan
pendidikan terakhir.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus didukung dengan alat bukti yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang.

Pasal 14

PNS pada saat mengajukan Tugas Belajar dan Tugas
Belajar Mandiri, melampirkan dokumen persyaratan
sebagai berikut :

a.
b.

C.

Surat Usulan dari Kepala Perangkat Daerah;

Surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala

Perangkat Daerah;

fotokopi dokumen yang telah dilegalisasi oleh

Pejabat yang berwenang meliputi :

1. SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir

2. SKP 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik
seluruh unsur

3. ljazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir

4. SK jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki
jabatan struktural dan atau fungsional

surat keterangan sehat dari Rumah Sakit

Pemerintah,

surat keterangan lulus seleksi/tes masuk dari

perguruan tinggi tempat tugas belajar/sponsor;

perjanjian Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri

diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah;

Surat keputusan pemberhentian dari jabatan

struktural atau pembebasan sementara pada

jabatan fungsional, dan

Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman

disiplin

persyaratan administrasi lainnya yang diperlukan.
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Format surat usulan, surat pernyataan dan perjanjian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b
dan huruf f sebagaimana tercantum dalam lampiran
dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan bupati ini.

Seluruh dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud
ayat (1) disampaikan kepada BKPPD paling lambat 1
(satu) bulan setelah PNS ditetapkan lulus oleh instansi
dan/atau lembaga sponsor.

Keterlambatan penyampaian dokumen persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakibat tidak
diprosesnya Keputusan Bupati tentang Ketetapan
Karyasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 15

Jangka waktu Tugas Belajar dan Tugas Belajar
Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat
diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling
lama 6 (enam) Dbulan, setelah mendapatkan
rekomendasi Kepala BKPPD.

Usulan permohonan perpanjangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat
1 (satu) bulan sebelum masa Tugas Belajar dan Tugas
Belajar Mandiri berakhir.

Perpanjangan masa Tugas Belajar dan Tugas Belajar

Mandiri dapat diberikan apabila :

a. keterlambatan terjadi bukan atas kelalaiannya;

b. adanya perubahan jadwal studi yang dibuktikan
dengan keterangan dari pejabat yang berwenang;

c. sakit keras yang dibuktikan dengan keterangan
Rumah Sakit atau pejabat yang berwenang
sehingga karyasiswa tidak dapat mengikuti studi
dalam semester yang bersangkutan;

Karyasiswa dapat mengusulkan perpanjangan masa
Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri dengan
melampirkan :

a. Permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar dan
Tugas Belajar Mandiri dari karyasiswa yang
bersangkutan; dan

b. melampirkan bukti-bukti perpanjangan masa tugas
belajar dan tugas belajar mandiri,

dengan format sebagaimana tercantum dalam

lampiran dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Perpanjangan masa Tugas Belajar ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
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Pasal 16

PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar dan Tugas Belajar
Mandiri berkelanjutan secara berturut-turut dengan
persyaratan :

a.

b.

(1)

(2)

Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14; dan

Persyaratan lain sebagai berikut:

1. Surat pernyataan telah mengabdi di Pemerintah
Kabupaten Bandung paling singkat 2 (dua) tahun
setelah menyelesaikan Tugas Belajar dan Tugas
Belajar Mandiri sebelumnya, dengan format surat
pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
peraturan bupati ini;

2. Mendapatkan rekomendasi dari Kepala PD, dengan
format rekomendasi sebagaimana tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari peraturan bupati ini;

3. SKP 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik seluruh
unsur;

4. Jenjang pendidikan bersifat linear;

5. Dibutuhkan oleh organisasi dan formasi.

Pasal 17

Keputusan pemberian Tugas Belajar dan Tugas Belajar
Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(3) dan Pasal 15 ayat (S) dapat dibatalkan oleh PPK
atau pejabat yang Dberwenang, baik sebelum
keberangkatan ke tempat pelaksanaan maupun
selama dalam mengikuti tugas belajar.

Alasan pembatalan keputusan Tugas Belajar dan
Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. karyasiswa meninggal dunia, dibuktikan dengan
akta kematian;

b. terdapat bukti persyaratan karyasiswa yang palsu
atau tidak memenuhi syarat;

c. karyasiswa tidak berangkat ke tempat pelaksanaan
Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri sesuai
jadwal yang telah ditentukan;

d. karyasiswa mengajukan pengunduran diri;

e. tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya
setiap semester;

f. karyasiswa bekerja di luar kegiatan tugas belajar;
adanya permohonan pembatalan atau pengaduan
oleh Kepala PD atau pihak lainnya;

h. setelah dievaluasi karyasiswa tidak mampu
menyelesaikan program Tugas Belajar dan Tugas
Belajar Mandiri yang diikuti;

i. dikemudian hari karyasiswa mengalami gangguan
kesehatan baik jasmani dan rohani yang
dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri;
dan
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j. Karyasiswa dinyatakan hilang oleh instansi yang
berwenang.

Sebagai akibat pembatalan keputusan Tugas Belajar
dan Tugas Belajar Mandiri yang disebabkan oleh
alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
sampai dengan huruf h, Kkaryasiswa wajib
mengembalikan ke kas daerah sejumlah biaya yang
telah dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar.

Kepala Perangkat Daerah dan/atau pihak lain dapat
mengusulkan pembatalan keputusan Tugas Belajar
dan Tugas Belajar Mandiri kepada Bupati melalui
Kepala BKPPD apabila diduga adanya kesalahan
administrasi sebagaimana ayat (2) huruf b, dengan
melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung
sesuai dengan alasan pembatalannya.

Usul pembatalan keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) digjukan dengan format sebagaimana
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pembatalan karyasiswa ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 18

Penandatanganan  keputusan mengenai  pemberian,
perpanjangan dan pembatalan Tugas Belajar dan Tugas
Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (3), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 17 ayat (6) adalah :

a.
b.

C.

(1)

(2)

Bupati bagi karyasiswa yang menempuh pendidikan S1,
S2, S3 atau sederajat luar negeri;

Wakil Bupati bagi karyasiswa yang menempuh
pendidikan S1, S2, S3 atau sederajat dalam negeri;
Sekretaris Daerah bagi karyasiswa yang menempuh
pendidikan D3 atau sederajat dalam negeri

Pasal 19

Mekanisme pembiayaan Tugas Belajar meliputi :

a. Biaya sepenuhnya dari pihak sponsor;

b. Biaya tidak sepenuhnya dari pihak sponsor, dapat
diberikan tambahan bantuan biaya dari APBD
Kabupaten Bandung diluar komponen yang
diberikan pihak sponsor (cost sharing);

c. Biaya sepenuhnya dari APBD Kabupaten Bandung;
dan

d. Biaya dari karyasiswa sendiri/Tugas Belajar
Mandiri.

Komponen biaya Tugas Belajar sepenuhnya dari APBD
Kabupaten Bandung dan cost sharring terdiri dari :
a. Biaya pendidikan (SPP) per-semester;
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Biaya tunjangan hidup dan transport lokal per-

bulan selama pendidikan per-bulan;

Biaya tunjangan buku per-bulan;

Biaya internet per-bulan;

Biaya tunjangan ATK per-bulan; _

Biaya pembuatan paspor dan fiskal bagi

karyasiswa yang studi di luar negeri, dibayarkan

sekali dalam masa pendidikannya;

Biaya medical check-up, yang wajib untuk

mengikuti;

h. Biaya asuransi kesehatan dan kecelakaan, yang
wajib untuk diikuti i;

i. Biaya penunjang praktek/kerja lapangan, yang
wajib untuk diikuti;

j. Biaya praktek khusus, yang wajib diikuti.

k. Biaya lainnya yang ditentukan oleh pihak
perguruan tinggi;

l. Biaya tunjangan penyusunan laporan/skripsi/
thesis/disertasi, dibayarkan sekali dalam masa
pendidikannya;

m. Biaya wisuda, yang wajib diikuti; dan

n. Biaya tunjangan penginapan per-bulan, bagi yang
tugas belajar diluar wilayah Bandung Raya;

yang masing-masing besarannya disesuaikan dengan

kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum

dalam Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung
pada tahun berjalan.

0 o0

Selain komponen biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), terhadap karyasiswa dapat diberikan
tunjangan lain dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a sampai dengan e dan huruf n tidak diberikan
dalam masa perpanjangan Tugas Belajar dan Tugas
Belajar Mandiri.

Pasal 20

Biaya pendidikan Tugas Belajar sebagaimana

dimaksud dalam pasal 19 diusulkan oleh karyasiswa

kepada Bupati melalui Kepala BKPPD dengan
kelengkapan :

a. surat permochonan biaya Tugas Belajar dari
karyasiswa yang bersangkutan, dengan format
sebagaimana dimaksud dalam lampiran dan
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

b. bukti pertanggungjawaban penggunaan biaya; dan

c. data pendukung lainnya.

Biaya Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala BKPPD.
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(3) Dalam hal karyasiswa melebihi jangka waktu
perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,

maka :
a. Karyasiswa yang pendanaannya murni dari
lembaga penyelenggara (sponsor), maka

mekanismenya administrasinya diserahkan kepada
lembaga penyelenggara (sponsor) dimaksud.

b. Karyasiswa yang pendanaannya melalui
mekanisme cost Sharing, maka pembiayaan yang
berasal dari lembaga penyelenggara, mekanisme
administrasinya diserahkan kepada lembaga
penyelenggara (sponsor) dimaksud, sedangkan
pembiayaan yang berasal dari APBD Kabupaten
Bandung, wajib seluruhnya dikembalikan kepada
Kas Daerah.

Pasal 21

BKPPD melaksanakan pembinaan, evaluasi dan monitoring
pelaksanaan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri
melalui laporan kemajuan belajar dari karyasiswa beserta
pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diberikan
Pemerintah Kabupaten Bandung setiap semester, dan atau
melalui supervisi langsung ke lembaga pendidikan

Pasal 22

Selama masa tugas belajar, status kepegawaian karyasiswa
tetap pada perangkat daerah masing-masing

Pasal 23

Hak kepegawaian karyasiswa meliputi:
a. menerima gaji;
b. kenaikan gaji berkala;
c. kenaikan pangkat/golongan; dan
d. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

(1) Kawajiban karyasiswa meliputi :

a. Mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan
dengan baik dan tepat waktu sesuai ketentuan
yvang telah ditetapkan.

b. Mentaati semua peraturan perundang-undangan
kepegawaian dan ketentuan Tugas Belajar dan
Tugas Belajar Mandiri.

c. Melaporkan kemajuan hasil akademik setiap akhir
semester kepada Bupati Bandung melalui Kepala
BKPPD serta Kepala Perangkat Daerah asal
karyasiswa paling lambat 1 (satu) bulan setelah
berakhirnya semester berjalan;
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d. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran
yang diberikan Pemerintah Daerah paling lambat
1 (satu) bulan setelah menerima biaya tugas
belajar;

e. Menyampaikan laporan akhir Tugas Belajar dan
Tugas Belajar Mandiri kepada Bupati melalui
BKPPD dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah
paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak
berakhirnya masa tugas belajar, dengan
melampirkan :

1. laporan telah menyelesaikan pendidikan dengan
format sebagaimana tercantum dalam lampiran
dan merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

2. Fotokopi ijazah dan transkip nilai yang telah
dilegalisir oleh pejabat berwenang; dan

3. salinan tugas akhir/skripsi/thesis/desertasi

Karyasiswa yang tidak memenuhi kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan

sanksi hukuman disiplin dan/atau tindakan

administratif sebagai berikut :

a. Dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; dan

b. Kewajiban mengembalikan/menyetor ke kas
daerah sejumlah biaya yang telah dikeluarkan
selama Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri
dengan ketentuan masa ikatan dinas yang
dilaksanakan  harus  diperhitungkan  dalam
menentukan besar ganti rugi yang harus dibayar,
dengan proses penyelesaian melalui Tim
Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten
Bandung.

Pasal 25

Karyasiswa yang telah selesai atau tidak lagi
melaksanakan Tugas Belajar dan Tugas Belajar
Mandiri akan ditempatkan dan diaktifkan kembali.
Penempatan  kembali karyasiswa  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diawali dengan menetapkan
keputusan bupati mengenai pemberhentian yang
bersangkutan sebagai karyasiswa

Berdasarkan keputusan bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala BKPPD menetapkan
surat perintah penempatan kembali karyasiswa Tugas
Belajar dan Tugas Belajar Mandiri pada perangkat
daerah/unit kerja, berdasarkan program studi yang
ditempuh atau formasi di lingkungan Pemerintah
Daerah.

Bagi karyasiswa yang mengalami pembatalan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 akan
dikembalikan pada perangkat daerah/unit kerja awal
sebelum yang bersangkutan mengajukan Tugas
Belajar dan Tugas Belajar Mandiri.
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Paragraf 2
Jjin Mengikuti Pendidikan
Pasal 26

Setiap PNS yang akan melanjutkan pendidikan formgl k?j
jenjang yang lebih tinggi harus memiliki ijin _rnenglkutl
pendidikan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang
ditunjuk, dengan format ijin sebagaimana tercantum dalarq
lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

PNS dilarang mengikuti pendidikan baik di sekolah maupun
di perguruan tinggi yang mengakibatkan terganggunya
tugas kedinasan.

Pasal 28

(1) Jjin mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 dapat diberikan dengan persyaratan
sebagai berikut :

a. berstatus sebagai PNS paling singkat 1 (satu)
tahun setelah pengangkatan;

b. SKP tahun terakhir paling kurang bernilai baik
untuk semua unsur;

c. tidak menuntut penyesuaian kenaikan pangkat;

d. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS
yang bersangkutan;

e. pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan
tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan;

f. jurusan dan / atau program studi harus linear
dengan tupoksi pekerjaan;

g. jurusan dan/atau program studi perguruan tinggi
yang dipilih telah terakreditasi B oleh BAN PT dan
atau LAM-PT, serta Sekolah/program paket yang
dipilih telah diakui oleh Dinas Pendidikan atau
instansi yang berwenang pada tingkat
Kabupaten/Kota setempat;

h. bukan merupakan kelas jauh; dan

i. bukan merupakan kelas Sabtu-Minggu;

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), bagi PNS yang mengambil studi di luar wilayah
Bandung Raya, wajib memenuhi persyaratan sebagai
berikut :

a. Program studi tidak terdapat pada Perguruan Tinggi

di wilayah Bandung Raya;

. Mendapatkan ljin dari Kepala Perangkat Daerah;

. Bukan merupakan kelas jauh,

. Bidang ilmu yang langka serta dibutuhkan oleh

perangkat daerah; dan

e. Jarak dan waktu tempuh yang memungkinkan.

oo o
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Pasal 29

(1) Sebelum mendaftar ke sekolah/perguruan tinggi, PNS
bersangkutan harus berkonsultasi terlebih dahulu ke
BKPPD.

(2) Permohonan ijin mengikuti pendidikan diajukan
kepada BKPPD selama PNS mengikuti pendidikan.

(3) Bagi PNS yang pindah dari luar Daerah dan sedang
mengikuti pendidikan formal, dapat dikeluarkan
permohonan ijin mengikuti pendidikan dari instansi
asal dan/atau dari Pemerintah Kabupaten Bandung,
selama memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1).

Pasal 30

Permohonan ijin mengikuti pendidikan dilengkapi dengan :

a. surat pengajuan ijin mengikuti pendidikan dengan
format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

b. surat pernyataan ijin mengikuti pendidikan diketahui
oleh Kepala Perangkat Daerah diatas materai dengan
format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

c. fotocopi dokumen yang telah dilegalisir oleh pejabat
berwenang, meliputi :

SK Pangkat Terakhir;

SK Jabatan Terakhir;

l[jazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir;

SKP tahun terakhir bernilai baik seluruh unsur;

Jadwal pelajaran/kuliah;

penetapan akreditasi jurusan dan/atau program

studi perguruan tinggi oleh BAN-PT dan atau LAM-

PT, atau surat keterangan sekolah dari instansi

berwenang;

surat keterangan pelajar/mahasiswa; dan

foto 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar, pakaian PDH atau

kedinasan lainnya, dengan latar warna putih.

£ U 50 b0
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Pasal 31

(1) Lin mengikuti pendidikan diberikan oleh Bupati;

(2) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan
[jin mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada :

a. Sekretaris Daerah untuk jenjang pendidikan $2,33
atau yang sederajat;

b. Kepala BKPPD untuk jenjang S1, D-VI , D-III atau
yang sederajat;

c. Kepala Bidang Diklat Aparatur BKPPD untuk jenjang
SLTA/PAKET C sederajat kebawah.
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Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diperbolehkan mendelegasikan kewenangannya kepada
pejabat lain,

Pasal 32

[jin mengikuti pendidikan Jalur Khusus merupakan
pemberian [jin mengikuti pendidikan yang khusus bagi
PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang
menunjukkan prestasi, kinerja dan berpotensi untuk
dikembangkan kompetensinya, dan/atau berupa
penghargaan kepada PNS atas pengabdian kepada
Pemerintah Daerah, dengan tidak meninggalkan tugas
kedinasan.

Pembiayaan ijin mengikuti pendidikan jalur khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari
APBD.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berupa bantuan biaya pendidikan (SPP) selama
mengikuti pendidikan.

Persyaratan ijin mengikuti pendidikan jalur khusus

adalah sebagai berikut :

a. direkomendasikan oleh Tim Penilai Kinerja PNS
Pemerintah Kabupaten Bandung dan disetujui oleh
PPK, dengan format rekomendasi dan persetujuan
sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

b. tingkat pendidikan pada program D III Terapan
(Vokasi), S1, 32 dan S3;

c. tidak sedang menjalani proses atau dijatuhi
hukuman disiplin;

d. program studi pendidikan yang diikuti memiliki

akreditasi A;

sehat jasmani dan rohani;

memiliki sertifikat TOEFL minimal 450;

usia maksimal 50 tahun; dan

berpendidikan minimal SMA atau sederajat.

0R 0

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
pemohon ijin mengikuti pendidikan jalur khusus wajib
melampirkan:

a. Surat Usulan dari Kepala Perangkat Daerah dengan
format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

b. SKP bernilai baik pada semua unsur selama 2 (dua)
tahun berturut-turut;

c. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit
Pemerintah;

d. Surat pernyataan bermaterai  Rp. 6000,-
sebagaimana format terlampir;
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e. Surat perjanjian yang diketahui oleh Kepala
Perangkat Daerah dengan format sebagaimana
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

f. Rekomendasi Tim Penilai Kinerja ASN Pemerintah
Daerah dan disetujui oleh PPK;

g. Fotokopi yang telah dilegalisir yaitu :

SK Pangkat Terakhir

SK Jabatan Terakhir

Sertifikat TOEFL

ljazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir

fotokopi akreditasi program studi yang diikuti.

g e

(6) Jangka waktu mengikuti pendidikan jalur khusus
adalah sebagai berikut :

3 (tiga) Tahun untuk Program D III;

4 (empat) Tahun untuk Program S1;

2 (dua) Tahun untuk Program Pasca Sarjana/S2;

6 (enam) Tahun untuk Dokter yang mengambil

Program Spesialis;

e. 4 (empat) Tahun untuk Program Doktor (S3).

poop

(7) Jangka waktu [jin Mengikuti Pendidikan Jalur Khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat
diperpanjang.

(8) ijin Mengikuti Pendidikan Jalur Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

(9) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan
ijin Mengikuti Pendidikan Jalur Khusus kepada Kepala
BKPPD dengan format sebagaimana tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(10) Dalam hal PNS yang diberikan Ijin Mengikuti
Pendidikan Jalur Khusus tidak dapat menyelesaikan
masa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dan (7), dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (2).

Pasal 33

PNS yang telah lulus dalam mengikuti pendidikan formal,
wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah
melalui Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan
dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKPPD
dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini, disertai:

a. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;

dan
b. fotokopi surat ijin mengikuti pendidikan.
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Paragraf 3
Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian
Kenaikan Pangkat
Pasal 34

Setiap PNS yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti:

a.
b.

Ujian Dinas; dan
Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

Pasal 35

(1) Ujian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a
meliputi:
a. Ujian Dinas Tingkat I; dan
b. Ujian Dinas Tingkat II

(2) Calon peserta Ujian Dinas Tingkat I adalah PNS yang
berpangkat Pengatur Tingkat I , II/d dengan masa kerja
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat,
dikecualikan bagi PNS yang telah lulus Diklatpim IV atau
memiliki ijazah Sarjana (S1) sederajat.

(3) Calon peserta Ujian Dinas Tingkat II adalah PNS yang
berpangkat Penata Tingkat I, III/d atau menduduki jabatan
eselon III, dikecualikan yang telah lulus Diklatpim III atau
memiliki ijjazah Pascasarjana/ Doktoral.

(4) Berkas kelengkapan Ujian Dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi :

a.

d.

surat keterangan Kepala Perangkat Daerah tidak
sedang dalam proses pemberian atau menjalani
hukuman disiplin sedang ataupun berat yang
ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, dengan
format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

pasfoto berwarna ukuran 4x6 berlatar putih dengan
berpakaian PDH;

fotokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang , meliputi :

1. SK Pangkat terakhir;

2. SK Jabatan terakhir; dan

3. SKP 2 (dua) tahun terakhir

Uraian tugas yang disesuaikan dengan tugas pokok
dan fungsi.

Pasal 36

(1) Persyaratan Ijazah, Kepangkatan dan masa kerja untuk
mengikuti ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah
sebagai berikut :

a.

Memiliki :

1. ijazah SLTP atau sederajat, minimal pangkat Juru
Muda, I/a dan masa kerja minimal 2 (dua) tahun
dalam pangkat dapat dinaikan pangkatnya menjadi
Jury, I/c;
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2. ijazah SLTA, D-I, atau sederajat, minimal pangkat
Jury, I/c, dan masa kerja minimal 2 (dua) tahun
dalam pangkat dapat dinaikan pangkatnya menjadi
Pengatur Muda, II/a;

3. ijazah D-II, D-III atau sederajat, minimal pangkat
Pengatur Muda, II/a dan masa kerja minimal 2
(dua) tahun dalam pangkat dapat dinaikan
pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, II/c;

4. ijazah D-IV, S-1 atau sederajat, minimal pangkat
Pengatur, II/c dan masa kerja minimal 2 (dua)
tahun dalam pangkat dapat dinaikan pangkatnya
menjadi Penata Muda, II1/a; dan

S. ijazah S-2 atau sederajat, minimal pangkat Penata
Muda, IlI/a dan masa kerja minimal 2 (dua) tahun
dalam pangkat dapat dinaikan pangkatnya menjadi
Penata Muda Tingkat I, III/b;

Pendidikan dan program studi harus linear dengan

pekerjaan/jabatan

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b

dikecualikan bagi PNS yang mempunyai jabatan

fungsional

(2) Berkas kelengkapan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat,
meliputi :

a.

Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah tidak
sedang dalam proses pemberian atau menjalani
hukuman disiplin sedang ataupun berat yang
ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, dengan
format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Foto berwarna ukuran 4x6 berlatar polos

Fotocopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang , meliputi :

1. SK Pangkat terakhir

2. Izin belajar

3. ljazah dan transkrip pendidikan terakhir
4. SKP 2 tahun terakhir bernilai baik

(3) Bagi PNS yang telah memiliki ijazah pendidikan sebelum
diangkat menjadi PNS dan setelah diangkat PNS sebelum
diterbitkan Peraturan Bupati ini serta tidak memiliki ijin
mengikuti pendidikan, dapat disesuaikan kenaikan
pangkatnya dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Surat permohonan usulan ujian penyesuaian kenaikan

b.

pangkat dari Kepala Perangkat Daerah;

Memiliki Surat Keterangan Telah Mengikuti Pendidikan
dari Kepala BKPPD dengan format sebagaimana
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan
persyaratan :

1. Surat pernyataan sebagai siswa/mahasiswa dari
lembaga pendidikan/instansi yang berwenang;
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Surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah
adalah benar sebagai siswa/mahasiswa di
lembaga pendidikan tersebut;

Pendidikan dan program studi harus linear
dengan pekerjaan / jabatan,

Surat Tanda Tamat Belajar dan atau ijazah
berikut transkrip nilai yang dilegalisir; dan

Status jurusan/program study yaitu
Terakreditasi, kecuali setelah tanggal 1 Januari
2015 harus terakreditasi B yang dikeluarkan oleh
BAN-PT dan atau LAM-PT atau instansi yang
berwenang.

. Melampirkan SKP 2 (dua) tahun terakhir bernilai
baik;
Fotokopi SK Pangkat terakhir yang dilegalisir;

Surat keterangan uraian tugas yang linier dengan
tugas/pekerjaannya dari atasan langsung dengan
format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

Bagi PNS jabatan fungsional dilengkapi dengan surat
rekomendasi dari tim penilai angka kredit;

Memiliki STTP/ljazah dengan pangkat/golongan
ruang :

1. SLTP atau sederajat, telah memiliki pangkat Juru
Muda Tingkat I, /b dengan masa kerja minimal 2
(dua) tahun, dapat dinaikan pangkatnya menjadi
Juruy, I/c;

2. SLTA, Diploma-I atau sederajat, telah memiliki
pangkat Juru Tingkat I, I/d dengan masa kerja
minimal 2 (dua) tahun, dapat dinaikan
pangkatnya menjadi Pengatur Muda, II/a;

3. Diploma-II atau sederajat, telah memiliki pangkat
Pengatur Muda, II/a dengan masa kerja minimal
3 (tiga) tahun, dapat dinaikan pangkatnya
menjadi Pengatur Muda Tingkat I, II/b;

4. Sarjana Muda, Akademi, Diploma-Ill atau
sederajat, telah memiliki pangkat Pengatur Muda
Tingkat I, II/b dengan masa kerja minimal 2 (dua)
tahun, dapat dinaikan pangkatnya menjadi
Pengatur, II/c;

5. Sarjana, Diploma-IV atau sederajat, telah
memiliki pangkat Pengatur Tingkat I, II/d dengan
masa kerja minimal 2 (dua) tahun, dapat dinaikan
pangkatnya menjadi Penata Muda, III/a;

6. Dokter, Apoteker atau sederajat pasca sarjana (S-
2), telah memiliki pangkat Penata Muda, III/a
dengan masa kerja minimal 3 (tiga) tahun, dapat
dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda
Tingkat I, Il /b;
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7. Doktor, Spesialis II atau sederajat S-3, telah

memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I, III/b
dengan masa kerja minimal 3 (tiga) tahun, dapat
dinaikan pangkatnya menjadi Penata, I1I/c;

Pasal 37

(1) Informasi terkait pelaksanaan ujian dinas dan ujian
penyesuaian kenaikan pangkat akan disebarluaskan oleh
BKPPD ke masing-masing Perangkat Daerah.

(2) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan PNS yang
memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam ujian
dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

Bagian Kelima
Pengembangan Kompetensi melalui Pelatihan
Paragraf 1
Umum
Pasal 38

(1) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan
paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1
(satu) tahun, disesuaikan dengan ketentuan lanjutan
dan kemampuan anggaran.

(2)

(3)

(4)

()

(6)

Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan
meliputi :

a.
b.

Pelatihan dasar CPNS.

Pelatihan bagi PNS, terdiri dari :
Pelatihan teknis;

Pelatihan fungsional;

Pelatihan sosial kultural;
Pelatihan manajerial;

Pelatihan kepemerintahan; dan
Pelatihan Praktek Kerja.

SR gy 08

Setiap PNS yang memenuhi persyaratan berhak
mengembangkan kompetensi melalui pelatihan.

Pelaksanaan pelatihan diselenggarakan oleh lembaga
pelatihan terakreditasi atau pihak lain yang berwenang.

Pembiayaan pelatihan bagi PNS bersumber dari :

a.
B

2.

Biaya sendiri;

Biaya dari pihak penyelenggara;

Biaya sebagian dari pihak penyelenggara dan
sebagian lain dari pihak Pemerintah Kabupaten
Bandung (cost sharing);

.Biaya sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten

Bandung.

Secara Umum Komponen-komponen biaya mengikuti
pelatihan meliputi :

a.

Biaya perjalanan Dinas (dibayarkan oleh Perangkat
Daerah pengirim);
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(2)

(3)

(4)

(1)
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Biaya akomodasi,

Biaya Pelatihan;

Uang Saku;

Biaya penyusunan laporan akhir pelatihan; dan
Biaya lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan,
dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan
keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam
Standar Harga Pemerintah Daerah pada tahun berjalan.

"o o o

Paragraf 2
Pelatihan Dasar CPNS
Pasal 39

Pelatihan dasar CPNS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (2) huruf a merupakan pendidikan dan
pelatihan yang wajib diikuti oleh CPNS sebagai masa
percobaan atau masa prajabatan.

masa percobaan atau masa prajabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ikuti 1 (satu) kali
dengan kurun waktu 1 (satu) tahun masa percobaan.

pelaksanaan  pendidikan dan  pelatihan  dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
mengacu pada pedoman yang ditetapkan LAN.

Paragraf 3
Pelatihan bagi PNS
Pasal 40

Pengembangan kompetensi melalui pelatihan teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b
angka 1 dilaksanakan untuk mencapai persyaratan
standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.

Pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis dapat
dilakukan secara berjenjang.

Jenis dan jenjang pengembangan kompetensi teknis
ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

Akreditasi pelatihan teknis dilaksanakan oleh masing-
masing instansi teknis dengan mengacu pada pedoman
akreditasi yang ditetapkan oleh LAN.

Pasal 41

Pengembangan kompetensi melalui pelatihan fungsional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b
angka 2 dilaksanakan untuk mencapai persyaratan
standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.
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Pengembangan kompetensi fungsional dilaksanakan
untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai
dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-
masing.

Jenis dan jenjang pengembangan kompetensi fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas ditetapkan
oleh instansi pembina Jabatan Fungsional terkait.

Akreditasi pelatihan fungsional dilaksanakan oleh
masing-masing instansi pembina JF dengan mengacu
pada pedoman akreditasi yang ditetapkan oleh LAN.

Pasal 42

Pengembangan kompetensi melalui pelatihan sosial
kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2)
huruf b angka 3 dilaksanakan untuk mencapai
persyaratan standar kompetensi Jabatan, yang
ditetapkan oleh LAN.

Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas
dilaksanakan untuk memenuhi Kompetensi Sosial
Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan.

Akreditasi pelatihan sosial kultural dilaksanakan oleh
LAN.

Pasal 43

Pengembangan kompetensi pelatihan  manajerial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b
angka 4 dilaksanakan melalui pelatihan struktural,
yang terdiri dari :

a. Kepemimpinan Pratama.

b. Kepemimpinan Administrator.

c. Kepemimpinan Pengawas.

Pelatihan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah
terakreditasi.

Bagi pejabat struktural, apabila dalam 2 (dua) tahun
tidak melaksanakan diklat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), maka Pemerintah Kabupaten Bandung melalui
Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah
Kabupaten Bandung dapat melaksanakan evaluasi
pengembangan karir dengan PPK,

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dikecualikan bagi pejabat struktural yang tidak
mengikuti Pelatihan struktural dengan alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan.

Akreditasi pelatihan struktural dilaksanakan oleh LAN.



30

Pasal 44

Pengembangan kompetensi Pelatihan Kepemerintahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b
angka 5 dilaksanakan melalui standar kompetensi yang
ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri

(1)

(3)

(4)

(6)

Pasal 45

Perangkat Daerah dapat mengajukan rencana pelatihan
praktek kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (2) huruf b angka 6 bagi PNS di lingkup kerjanya,
yang direncanakan dalam kegiatan Analisis Kebutuhan
Pengembangan Kompetensi PNS.

Pelatihan praktek kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilaksanakan melalui jalur :

a. Pengiriman;

b. Kerjasama; dan

c. Pertukaran

Komponen pembiayaan dalam pelatihan praktek kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. Biaya perjalanan dinas (dibayarkan oleh perangkat
daerah pengirim);

b. Biaya tunjangan penginapan per-bulan, bagi yang
praktek kerja diluar wilayah Bandung Raya,;

c. Biaya tunjangan hidup dan transport lokal per-
bulan;

d. Biaya lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan; dan

e. Biaya penyusunan laporan, dibayarkan sekali
selama masa pelatihan,

dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan

keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam

Standar Harga Pemerintah Daerah pada tahun berjalan.

Mekanisme pembiayaan dalam pelatihan praktek kerja

bagi PNS meliputi :

a. Pembiayaan sendiri,

b. Pembiayaan dari pihak lain yang sah dan tidak
mengikat;

c. Pembiayaan sebagian dari pihak lain dan sebagian
lain dari pihak Pemerintah Kabupaten Bandung (cost
sharing);

d. Pembiayaan sepenuhnya dari Pemerintah Kabupaten
Bandung.

Jangka waktu pelaksanaan pelatihan praktek kerja bagi
PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu)
tahun, atau jangka waktu yang ditentukan lainnya.

Pelatihan praktek kerja melalui jalur pertukaran antara
PNS Daerah dengan pegawal swasta dan/atau
pengiriman dengan intansi pemerintah lainnya melalui
pelatihan non klasikal pelaksanaannya dikoordinasikan
oleh LAN dan BKN.
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Pasal 46

Perangkat Daerah dapat mengajukan rencana pelatihan
bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 di
lingkup kerjanya berdasarkan hasil kegiatan Analisis
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi PNS.

Penyelenggaraan pelatihan oleh Perangkat daerah harus

memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Pembiayaan penyelenggaraan pelatihan tersedia
dalam DPA Perangkat Daerah.

b. Pelaksanaan  pelatthan harus  mendapatkan
rekomendasi dengan format sebagaimana tercantum
dalam lampiran dan merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dan membuat
laporan hasil kegiatan dari Kepala BKPPD.

c. Penyelenggaraan pelatihan berbentuk workshop,
lokakarya, bimtek, seminar, training dan atau istilah
sejenis, yang waktu penyelenggaraannya tidak lebih
dari 3 (tiga) hari, dan atau memenuhi ketentuan 20
jam pelajaran.

d. Pelatihan yang telah diatur regulasinya oleh instansi
yang lebih tinggi dapat dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah terkait, dan melaporkan hasil kegiatan
kepada Bupati melalui Kepala BKPPD.

Pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui

pelatihan dapat dilaksanakan secara :

a. Mandiri oleh internal perangkat daerah.

b. Pola kerja sama dengan Instansi lain untuk
melaksanakan pengembangan kompetensi
tertentu, yaitu pola pelaksanaanya dilakukan oleh
Perangkat Daerah atau BKPPD melalui fasilitasi
akademis dan atau fasilitasi bidang lain yang

dikerjasamakan.
c. Pola pengiriman dengan Instansi lain untuk
melaksanakan pengembangan kompetensi

tertentu, yaitu dilakukan dengan cara membayar
biaya diklat kepada instansi penyelenggara diklat,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

d. Pola pembantuan dan atau pendampingan dengan
lembaga  pengembangan kompetensi  yang
independen.

Pola pengiriman dan/atau kerja sama dilakukan
melalui perjanjian antara BKPPD atau perangkat daerah
pengirim dengan instansi penyelenggara diklat.

Pasal 47

Pelatihan Praktek Kerja direncanakan dalam kegiatan
Analisa Kebutuhan Kompetensi PNS, berdasarkan
kebutuhan organisasi.
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Calon peserta pelatihan praktek kerja harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut :

a. Berstatus PNS dengan masa kerja minimal 2 (dua)
tahun sejak pengangkatan PNS;

b. Sehat jasmani dan rohani;

c. SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai
baik untuk semua unsur;

d. Mendapat rekomendasi dari Kepala PD, dengan
pertimbangan memiliki kemampuan pengetahuan,
sikap dan keahlian/keterampilan untuk
dikembangkan dan ditingkatkan kompetensinya
dengan format sebagaimana tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini;

e. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS
dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir dan
atau tidak sedang dalam proses pengenaan sanksi
disiplin PNS;

f. Bersedia membuat surat pernyataan sebagaimana
format terlampir;

g. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan
fungsional dapat mengikuti pelatihan praktek kerja
paling lama selama 1 (satu) bulan;

h. Bersedia mengabdi kepada Pemerintah Kabupaten
Bandung sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah
mengikuti pelatihan praktek kerja.

Perangkat daerah dapat mengajukan PNS untuk
diikutsertakan dalam pelatihan praktek kerja kepada
Bupati Bandung melalui Kepala BKPPD sebagaimana
format terlampir, dengan persyaratan :
a. Mengajukan surat usulan sebagaimana format

terlampir, yang memuat :

1. Latar belakang pelatihan praktek kerja;

2. Maksud dan tujuan pelatihan praktek kerja;

3. Calon peserta pelatihan praktek kerja;

4. Lokasi tujuan pelatihan praktek kerja;

5. Jangka waktu pelatihan praktek kerja;

6. Output / Hasil yang diharapkan dari pelatihan

praktek kerja;

b. Melampirkan rekomendasi Kepala  Perangkat

Daerah;

c. Melampirkan surat pernyataan dari calon peserta

pelatihan praktek kerja.

BKPPD membuat surat rekomendasi kepada Bupati
Bandung  melalui  Sekretaris Daerah  tentang
rekomendasi pelaksanaan pelatihan praktek kerja.

Apabila sudah disetujui Sekretaris Daerah, maka
BKPPD atau Perangkat Daerah pengirim membuat surat
permohonan pelatihan praktek kerja kepada instansi
lokasi tujuan pelatihan.
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Apabila sudah ada surat jawaban kesediaan menerima
pelatihan dari instansi lokasi tujuan pelatihan, maka
Bupati Bandung mengeluarkan surat ijin pelatihan
praktek kerja yang ditandatangai oleh Sekretaris
Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Peserta pelatihan praktek kerja wajib membuat laporan
pelaksanaan pelatihan praktek kerja yang diketahui
oleh Kepala Perangkat Daerah paling lambat 15 (lima
belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pelatihan.

BKPPD dan Perangkat Daerah terkait dapat
melaksanakan pembinaan, evaluasi dan monitoring
pelaksanaan pelatihan praktek kerja melalui laporan
mingguan beserta pertanggungjawaban penggunaan
anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah, dan/atau
melalui supervisi langsung ke instansi lokasi tujuan
pelatihan.

Bagian Keenam
Tanda Bukti Pengembangan Kompetensi
Pasal 48

Penyelenggaraan seluruh jenis pengembangan
kompetensi bagi PNS di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung wajib memiliki bukti
pengembangan kompetensi yang dikeluarkan oleh
instansi atau lembaga penyelenggara, baik dalam
bentuk Jjazah, Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikat, Surat
Keterangan dan atau sejenisnya, yang didalamnya
mencantumkan data peserta, instansi penyelenggara
atau kerja sama instansi penyelenggara, waktu dan
tempat penyelenggaraan, materi/kurikulum serta
jumlah jam pelajaran, dan lainnya, dengan format
sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Evaluasi Pengembangan Kompetensi

Pasal 49

Evaluasi pengembangan kompetensi Manajerial dan
kompetensi Sosial Kultural dilaksanakan untuk
menilai kesesuaian antara kebutuhan kompetensi
Manajerial dan kompetensi Sosial Kultural PNS dengan
standar kompetensi jabatan dan pengembangan
karier.
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Evaluasi pengembangan kompetensi teknis
dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara
kebutuhan kompetensi teknis PNS dengan standar
kompetensi jabatan dan pengembangan karier.

Evaluasi pengembangan kompetensi fungsional
dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara
kebutuhan kompetensi fungsional PNS dengan standar
kompetensi jabatan dan pengembangan karier.

Pasal 50

BKPPD melaksanakan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi PNS
setiap tahun.

Hasil rekapitulasi evaluasi dirumuskan oleh Tim
Penyusun Rencana Kebutuhan dan  Evaluasi
Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah
Kabupaten Bandung, sebagai bahan evaluasi umum
pengembangan kompetensi bagi PNS di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung yang memenuhi
standar kebutuhan personil, lembaga dan jabatan,
yang dituangkan dalam rumusan tim penyusun.

Rumusan hasil Tim Penyusun Rencana Kebutuhan
dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi PNS Daerah
dibahas dalam kegiatan Evaluasi Pengembangan
Kompetensi pada awal tahun, yang dituangkan dalam
kesepakatan rumusan hasil kegiatan.

Bagian Kedelapan
Pembiayaan Pengembangan Kompetensi

Pasal 51

BKPPD dan Perangkat daerah dapat merencanakan
pengelolaan administrasi dan penganggaran
pengembangan kompetensi PNS dalam APBD sesuai
kemampuan keuangan daerah.

Perangkat daerah dapat menganggarkan belanja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang
memenuhi ketentuan dalam pasal 46 ayat (2).

Ketentuan besaran biaya pengembangan diklat bagi
PNS mengacu pada ketentuan yang berlaku dan/atau
sesuai dengan kebutuhan daerah, yang dituangkan
dalam Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung
pada tahun berjalan.
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(4) Dalam rangka pengembangan kompetensi PNS yang
terintegrasi, maka Pemerintah Kabupaten Bandung
melalui BKPPD dapat melaksanakan pengelolaan
administrasi dan penganggaran seluruh belanja
kegiatan pengembangan kompetensi baik pendicliikan
dan pelatihan bagi PNS di lingkungan Pemermtah
Kabupaten Bandung dalam DPA BKPPD, kecuali
penyelenggaraan pelatihan sebagaimana pasal 46 ayat
(2).

(5) BKPPD dan Perangkat Daerah lainnya dapat
menggunakan anggaran pengembangan diklat yang
bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan
tidak mengikat.

(6) Kebutuhan pengembangan diklat bagi PNS yang
bersifat isidental dan tidak teridentifikasi atau
terprogram sebelumnya, dapat dianggarkan pada
belanja BKPPD dengan memperhatikan asas efektifitas
dan efisiensi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati Bandung ini mulai berlaku,
maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pemberian [jin mengikuti pendidikan
bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung,
Peraturan Bupati Bandung Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan
Pangkat bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung, dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 30
Tahun 2014 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Tugas
Belajar Mandiri bagi PNS di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku

Pasal 53

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 November 2017
' DUNG,

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 November 2017

R KASKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 63
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2. FORMAT RUMUSAN TIM PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN DAN
EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG (PASAL 9 AYAT (2).

RUMUSAN
TIM PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN DAN EVALUASI
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN......
UNTUK DIBAHAS DALAM KEGIATAN
ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

7 1L [———
Pada. Bar 1 s tanggal ..... bulan ...... tahun ...... bertempat di ........ 3
berdasarkan :
1. Peraturan Bupati Bandung Nomor ............. tentang Pedoman

Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

2. Keputusan Bupati Bandung Nomor .............. tentang Pembentukan Tim
Penyusun Rencana Kebutuhan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi
PNS Pemerintah Kabupaten Bandung;

3. Surat edaran Kepala BKPPD Kabupaten Bandung Nomor ........... tentang
Permohonan usulan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi PNS
TBHUR snavmessss

bahwa kami telah menyusun rumusan rencana kebutuhan pengembangan
kompetensi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk
perencanaan tahun ...... berdasarkan data-data yang terhimpun tentang
rencana kebutuhan pengembangan kompetensi PNS dari seluruh
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Adapun rumusan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi PNS di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk perencanaan tahun
...... sebagai berikut :

1. Rencana pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan,

sebanyak .............. - ) PNS dengan total rencana biaya sebesar
3 . ,-, meliputi :
1.1. Jalur Tugas Belajar, sebanyak .............. lissmansmason ) PNS dengan
rencana biaya sebesar Rp...................... ,-, mencakup :

a. Peningkatan kompetensi pendidikan melalui program S-3 sebanyak
........... (+++eeeeenn) PNS, dengan kualifikasi program study yaitu :
4. Program study ............... sebanyak ......... - ) PNS.
Nama perguruan tinggi ........................
Rencana biaya : Rp. ..ooveeeviieiiiininnnn, -
S. Program study ................ sebanyak ......... (e ) PNS.
Nama perguruan tinggi ........................
Reéncana biaya : RE. wivi i -

?

b. Peningkatan kompetensi pendidikan melalui program S-2 sebanyak
........... (+++eessseeeeeeee.) PNS, dengan kualifikasi program study yaitu :
6. Program study .......... sebanyak ........ (corvinnn ) PNS.
Nama perguruan tinggi ..........cccoeeveeriiinennn..
Rencana biaya : Rp. cooocovvviiieiiiiiiiinriinn -

T Program study ........ sebanyak ......... Gssnssawan ) PNS.
Nafna pergtiah HHughl wessanmmmsasrivis

Repeatia BIgE T RE covmmaumasssmmsmmsmms -
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c. Peningkatan kompetensi pendidikan melalui program D-IV/S-1
sebanyak ........... [——————— ) PNS, dengan kualifikasi program
study yaitu :

8. Program study ............. sebanyak .......... (swsvmumie ) PNS.
Nama perguruan tinggi .......ccceveeiieeneenennnnn.
Rencana biaya : Rp. «.oocovviiiiiiiiiinee, ,-

9. Program study .......... sebanyak ............. | —— ) PNS.
Nama perguruan tinggi ..........ceevvvveirecninnnnn.
Rencana biayva. s BR. e siscspammnimssssmissars ,-

d. Peningkatan kompetensi pendidikan melalui program D-III
sebanyak ... [Geemammiis ) PNS, dengan kualifikasi program
study yaitu :

10. Program study ............. sebanyak .......... Coampmmmsgayi ) PNS
Nama perguruan tinggi .....cooeeeieninieninnennn.
Rencana biaya : Rp. ....cooovvviviviiiiiiiie -

11, Program study ............. sebanyak .......... L — ) PNS
NELTS PO ORI comsenmnsmssnmmsnessmsne
RETCHANA BISYA RPL i vvusismsseaissssumsmias ,-

e. Rencana kebutuhan biaya ’I‘ugas Belajar yang masih berjalan
sebesart Rb. v

1.2. Jalur Jjin Mengikuti Pendidikan Khusus sebanyak .............. (s )

PNS dengan rencana biaya sebesar Rp.........ccocooviiiiniiinnn.

mencakup :

a. Peningkatan kompetensi pendidikan melalui program S-3 sebanyak
........... (v+eveeiviiiennn.) PNS, dengan kualifikasi program study yaitu :
12. Program study .......... sebanyak ........... R — ) PNS.
Nama perguruan tinggi ......c.ccovvvvviiririnininnnnns
Refcana biaya | RY: ciwvanimmaingins -
13. Program study .......... sebanyak .......... (emsnanng ) PNS.
Nama perguruan tinggi ........ocoeevviviiiiiiiiininnns
Rencana biaya i R cississesssrnrivson sassrnsonnons ,-
b. Peningkatan kompetensi pendidikan melalui program S-2 sebanyak
........... (+ereeeerreeeenn...) PNS, dengan kualifikasi program study yaitu :
14. Program study .......... sebanyak ....... [— ) PNS.
Natig: DErEtraEn MRPEL s
Retcand DIaya | RPL convisiveiioiis o -
L5. Program study ....... sebanyak ........ (ssesmeesinna ) PNS.
Nama perguruan tinggi ..........ccooeeeeveeninnnnnnnn.
Rencana biaya : Rp. ....coovvvviviiviiiiniiienninnnn, -
c. Rencana kebutuhan biaya [jin Mengikuti Pendlchkan Kusus yang
masih berjalan sebesar Rp. «.oovvvviiiiiiiniieiiiinnnn. -

1.3. Jalur Pendidikan Lainnya , sebanyak .............. [rsnmasmnge ) PNS dengan
rencana biayea SEbesar Rp.....auwiaiissinmissdsonesssenss ,-, mencakup :
a. Peningkatan kompetensi pendidikan melalui.................... program

study ..ooovvvnvennnnee. sebanyak .............. ——— ) PNS.
Nama perguruan tinggi ....ccceeeeeeevieeeeriiniiieineinnnnnn.
Burieamna, BIawe. f RPI .oorsvssroosssvis s e -
b. Peningkatan kompetensi pendidikan melalui.................... program
SEHEN consvmmasesmas sebanyak .............. (smsvmnssn ) PNS.
Nama perguruan tinggi ........ccoeeevvveeivrernncnnnnnnn.
Rencana Biaya | RD: siicimiessismsssomessnmmmsmsssmmsnmss
c. Peningkatan kompetensi pendldlkan melalui
..................... program study sebanyak
............. A
Nemna pereutuat): O] s wmsmmmsswssssisamimss
Rencena biava 1 B vy s -
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d. Rencana kebutuhan biaya pendidikan lainya yang masih berjalan
BEDEERF BB wwsmumve oy s v

2. Rencana pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pelatihan,
sebanyak .............. (Bsasanaags ) PNS dengan total rencana biaya sebesar

.................................................................................. ,-, meliputi ¢
2.1. Pelatihan Dasar, sebanyak .................. S s ) CPNS,

dengan rencana pembiayaan sebesar Rp.

meliputi :

16. Pelatihan Dasar Gol. I:.................. T ) CPNS;
Rencana biaya | R comsmsssiiv -

H

17 Pelatihan Dasar Gol. I1: ......ccevvnnen.. e ) CPNS;
Rencana biaya : Rp. ...coovvviininnnninnns -

18. Pelatihan Dasar Gol. IIT : ....cvvvivnnnen. R ) CPNS;
Rencana biaya : Rp. ...cocovvvivinnnnnnn. -

2.2. Pelatihan Manajerial, sebanyak .................. (TR ) PNS,
dengan rencana pembiayaan sebesar RpP. .......cooevvvviiiiiiiieiinnannnn.. -

meliputi :

................................... 3

19. Kepemimpinan Pengawas s R )
PNS.
Rencana biaya : Rp...ccooviiiiiiiiiiiii, -
20. Kepemimpinan Administrator : ... e B )
PNS.
Reficana Blaya B vusssswamasipmsinsesinsiiasg .-
21. Kepemimpinan Pratama R T bisisnaisamnanin )
PNS.
Rencana biaya : Rp. coovviiiiiiiiiiiiiiiciiinns )=
2.3. Pelatihan Teknis, sebanyak .................... (o ) PNS
dengan rencana pembiayaan sebesar Rp. -
meliputi :
22:.  Pelatiliati Teknis e simns s s
Junilall peserta | ressmmmmmenm T ) PNS.
Sasaran PeSOrta | i e
Reficaria Biaya.: BE: cowasenissvasmemams s s 47
23.  Pelatihan Teknis ......oovcsessseseesmssmsssnsssesonssanssesssnsss
Jumlah peserta ; s (issmsannnmss ) PNS.
SESATAN DETEIAL srvvrvenmmmmmis e st smsains
Rencana biaya : RO o i saavi i )
24. Pelatiban Tekhis e ivsasssesmsies
Jumlah peserta : .....c.ocovivinnnnen T ) PNS.
SASATAN PESERIAY sanmeimnmatumiii i s
Rencana biaya : Rp. coovviiiiiiicnininenininenn ,-
25. Pelatihan Teknis v
Jumlah peserta :............. [ ——— | ) PNS.
Sasaran PesSerlal i siirsisimibor v aasssniin
Rencanad biaya | Rpo s s s )=
2.4. Pelatihan Fungsional, sebanyak .................... R P ERTEY. ) PNS
dengan rencana pembiayaan sebesar Rp. ..., -
meliputi :
26; ‘Pelatihan Fuangsional caavnsinmnvessmsmneans
Jumlah peserta :.....ooceeieinnnn. T T ) PNS.
Sasaran PeSertal i v s i
Reficatish bigya s Bl cavesiomsvasiniamsns soasawosmarors s -



42

27. Pelatihan Fungsional ...........cccooiiiiiiiiiiciiniiiinn,
Jumlah peserta @ ....ocooiiiiiinns (sasasmsmns ) PNS.
Sasaran PESEITE i s averms s
Rencana biaya : RP. cocvvvvviiineeceaiieeeseieenenes -
28. Pelatihan Fungsional ........ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiine.
Jumlah peserta @ .......ccooevinnns [ i ) PNS.
SASATan PESEITA: St snasiiibalums iy s et
Rericana BIAYE | Rl cssmmeasissismaais issveaaies )
29. Pelatihan Fungsional ......cccocoviiiiieniiniinninennn..
Jumlah peserta : .................. [mspnmens: ) PNS.
SESATHE PESEITE T e amsmsvimisnsesmsimimsse s
Rencana biaya : Rp. coovvviiiiiiiiieiiiieeeee, -
80. Pelatihan PUngsional ..ucassnioema s
Jumlah peserta : ........cooevnis I ) PNS.
Dasaran peserta | v
ReNCEia. BIAVE | R sowmmvassinsas e svm s b
Pelatihan Sosial Kultural, sebanyak ................. e )
PNS, dengan rencana pembiayaan sebesar Rp. ...........ccooevnviinnnns -
meliputi :
31, PElAtHAN v
Jumlah peserta :............ (P —————— ) PNS.
SaASETaN. PESELLR I .cirmmmrrasmnrsasnrsnsnrsnmsxosmmonms
Rencama biaya i RP: wswnasimsmaassmaing -
32.  Pelatihan ........ccovcivviiiiiiiieniiiiiieiiee e
Jumlah peserta : ......... (s imvvnmsanin ) PNS.
SASaran: Peserta & ./ wusrommesasinesres eassars s
Reticans, biaya & BD: s i )
Pelatihan Kepemerintahan, sebanyak .............. T )
PNS, dengan rencana pembiayaan sebesar Rp. .........ccocovvevviinnnnnn. -
meliputi :
33.  PelatiBan ........cccoorviiirnvmmsesmmimiimmeesssrensensrsosannns
Jumlah peserta : ............ (evsmsngs ) PNS.
DASATAIL DESETEA ! corvmmurmrrvrersnvsmvewesswsssossssvimys
Rencana biaya : BP. «ioveevivvesssnssanssnsonsssnnssssnns -
3.  Polaula s e
Jumlah peserta : ............ R ) PNS.
Beoaran PEBEIE Inimomiosissimivsmmasag
Regioatia, DIaya R0 wuwssmmsmmssses s b g -

Pelatihan Praktek Kerja, sebanyak ...................... (s moisssomsss e ) PNS,
dengan rencana pembiayaan sebesar Rp.................... , meliputi :
35. Pelatihan Praktek I{erja

PelaiRssna PR = §usosasossaemomm s s

Jumlah Peserta Hswsnmmnsasraiving (T ) PNS

Rencana Biaya e o e
36. Pelatihan Praktek Kerja :

Pelalesana PD = ) saiiisimisstnmasiss s

Jumlah Peserta R ——— (e ) PNS

Rencana Biaya T -
Rencana kebutuhan biaya pelatihan lainya yang tzdak terprogram
BEDERHE D5 wonenimmmininssssssen s i s A s T R e -

Pt
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2.9. Rencana kebutuhan biaya pelatihan lainnya yang berbentuk
bimtek, sosialisasi, training, dan istilah lainnya, dilaksanakan
sebanyak .....ccociiieniniens e T ) PNS, dengan rencana

pembiayaan meliputi :

37. Bimbingan Teknis ..omwesssvmsmemmpmmmmmrmmsmns
Pelaksana PI) 1 .....cobs i idiidsmeiimss
JUMIAR DESERE. Tuemmmamiraes ) PNS.
S ASATAN PeSETEA i mennpsmenas sossuss s vgnmsssnswosasis
Rebcatia Biaya @ BRuwwsssissieimi .-

B8 DESTEITEEET o amms e Gos csss
Pelaksana PD @ .ovvvveiiiiiiiiniiiieieneeennienenenns
Jumlah peserta @ ........c..c..... e ) PNS.
Sasaran PEeSErta ! ...c.vveveerinrereneniieireeaeeaaes
Rencana biaya : Rp. ............

89, LOKARBEVH coummeuismmyssmses s amimss s
Pelaksana PD @ ....ooccvvevniiiiiiiiiiieieniniiienneeen
Jumlah peserta : ................ (esven s memian ) PNS.
SABSBTATLPESETLE ¥ crerriemmemem e s
Rericana biava | Rp: s iinmmesssmmmsnmss <

QL DETTRTIOET s v v e s a e B S
Sasaran Pelaksana PD : ............cccooeevnnnnnn.
Jumlah peserta | s e ) PNS.
DESATOR ORI T e SRR
Rencana biaya : Rp.

Total rencana biaya pengembangan kompetensi PNS melalui jalur
pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
untuk tahun,,,,,, adalah sebesar Rp.

Demikian rumusan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi PNS di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk perencanaan tahun
...... , selanjutnya akan dibahas dalam kegiatan Analisis Kebutuhan
Pengembangan Kompetensi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung untuk perencanaan tahun

Tim Penyusun Rencana Kebutuhan dan Evaluasi Pengembangan
Kompetensi PNS Pemerintah Kabupaten Bandung :

Pengarah : 1. Sekretaris Daerah,

..............................

Pangkat/Gol
NIP.
2. Asisten Administrasi,

Pangkat/Gol
NIP.



Penanggungjawab

Pelaksana
Ketua

Sekretaris

Anggota
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Kepala Bappeda

Pangkat/Gol
NIP.

Kepala Badan Keuangan Daerah

..............................

Pangkat/Gol

NIP.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah

Pangkat/Gol
NIP.

Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah

Pangkat/Gol

NIP.

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur - BKPPD

Pangkat/Gol
NIP.
Kepala Bagian Organisasi — Setda

Pangkat/Gol
NIP.

Kepala Bidang Perencanaan Kesejahteraan
Sosial - Bappeda

Pangkat/Gol
NIP.



Kesekretariatan
Umum / Logistik
/ Transportasi

Akomodasi

ATK

Dokumentasi

Notulensi
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Kepala Bidang Anggaran — BKD

Pangkat/Gol
NIP.
Kepala Sub Bidang Pengembangan Diklat

Pangkat/Gol
NIP.

Kepala Sub Bidang Pendidikan Formal

Pangkat/Gol
NIP.

Kepala Sub Bidang Pendidikan Teknis,

Fungsional, dan Kepemimpinan

Pangkat/Gol
NIP.

Pelaksana

Pangkat/Gol
NIP.
Pelaksana

Pangkat/Gol
NIP.
Pelaksana

Pangkat/Gol
NIP.

Pelaksana

Pangkat/Gol
NIP.
Pelaksana

Pangkat/Gol
NIP.

Pelaksana
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3. FORMAT KESEPAKATAN DAN REKOMENDASI TIM PENYUSUN RENCANA
KEBUTUHAN DAN EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG (PASAL 9 AYAT (3).

KESEPAKATAN DAN REKOMENDASI
TIM PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN DAN EVALUASI
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN......
UNTUK DIBAHAS DALAM PENYUSUNAN APBD KABUPATEN BANDUNG

TARON s
Pada hari ini .......... tanggal ..... bulan ...... tahun ...... bertempat di ........ ;
berdasarkan :
(1) Peraturan Bupati Bandung Nomor ............. tentang Pedoman

Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

(2) Keputusan Bupati Bandung Nomor .............. tentang Pembentukan
Tim Penyusun Rencana Kebutuhan dan Evaluasi Pengembangan
Kompetensi PNS Pemerintah Kabupaten Bandung;

(3) Hasil kegiatan Analisis Kebutuhan Pengembangan PNS di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung pada tanggal

bahwa kami telah menyusun kesepakatan dan rekomendasi rumusan

rencana kebutuhan pengembangan kompetensi PNS di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bandung untuk perencanaan tahun ...

berdasarkan hasil kegiatan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi

bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun .......

Adapun kesepakatan dan rekomendasi rumusan hasil kegiatan analisis

kebutuhan pengembangan kompetensi bagi PNS di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bandung tahun ....... adalah sebagai berikut :

1. Rencana pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan,
gebanyak: s s  — ) PNS dengan total rencana biaya sebesar
R im0 T B T 8 BN SR AN S SV AT i ,-, meliputi :

1.1, Jalur Tugas Belajar, sebanyak .............. —— ) PNS dengan
rencana. biava sebesar RDurwssnssiviiiisrsmsaiaa ,-, mencakup :
a. Peningkatan kompetensi pendidikan melalui program S-3 sebanyak
........... (cerreveereeennnnn.) PNS, dengan kualifikasi program study yaitu :
41. Program study.......... sebanyak ........ R ) PNS.
Nama perguardan tinggh .. vsmiassisasesravesmass
Rencana biava : RO s svesgeieiiavave e y

42. Program study ...... sebanyak .......... [ ) PNS.
Nama perguruan tinggi ........ccoocviiiiiiiniiee,
Rencana b1aya e RP. ..coomsssicsmereisssnsisssihivasssvin -
b. Peningkatan kompetensi pendidikan melalui program S-2 sebanyak
........... (evveeeerennnnnn.) PNS, dengan kualifikasi program study yaitu :
43. Program study ....... sebanyak .....(oevenee ) PNS.
Nama perguruan tinggi .......ccocoviviiiciiniininin
Rencana biaya | Rp.uinsismmsasnmi -

44, Program study ......... sebanyak ........ (P, ) PNS.
Nama perguruan tnggl (o umcimimin wosis
Rencana biaya : RP. voovvviiviiiniiiiininineeeeen -
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c. Peningkatan kompetensi pendidikan melalui program D-IV/S-1

sebanyak ........... [(— — ) PNS, dengan kualifikasi program
study yaitu :
45. Program study ....... sebanyak ....(........ ) PNS.
Nama perguruan tinggi ..........cccoovvvivnennnnnns
Rericana biaya @ Rp, i..ouseesiiviiiviivsirimane y-
46, Program study ....... sebanyak ....(.......... ) PNS.

Nama perguruan tinggl ...........cooceeevvvivennnn.
Rencana biaya : Rp. ..oocoovvivvieiiiiieiiiinieeennnn. -
d. Peningkatan kompetensi pendidikan melalul program  D-III

sebanyak ........... | PRT—— ) PNS, dengan kualifikasi program
study yaitu :
47. Program study .......... sebanyak ....... levsmsrua ) PNS.
Nama perguruan tinggi .......coeeeevvverrrinerineneirnennennnn
Rencana biaya : RP. vvvvvviivieiniiiiiiiiiiieeninieenenns )"
48. Program study .......... sebanyak ....... S— ) PNS.
Nemg perguruan g oanwammsnamsssse i
RefcaEna DIV § R vunsvsvmses o sirmideiing .-

€. Rencana kebutuhan biaya Tugas Belajar yang masih berjalan
SEBERAr RO« aai i stdame o sins -

1.2. Jalur [jin Mengikuti Pendidikan Khusus, sebanyak .............. (imrsnamnes )
PNS dengan rencana biaya sebesar Rp...........ccoccvvennnnn. ,-, mencakup :
a. Peningkatan kompetensi pendidikan melalui program S-3 sebanyak

........... (ceiiieieininne..) PNS, dengan kualifikasi program study yaitu :
49, Program study .......... sebanyak ........ (osssiavigas ) PNS.
Nama perguruan tingel v
Rencana biaya : Rp. cooviiiiiiiiiiiee e e
50. Program study .......... sebanyak .......... (iorammn ) PNS.
Nama perguruan tinggi .....cveeeeevviienineeeieeeeianannn.
ReNCHANA DIEVA 1 RD. ceammmmiss i s )

b. Peningkatan kompetensi pendidikan melalui program S-2 sebanyak
........... (ceoeeeriivienen..) PNS, dengan kualifikasi program study yaitu :
51. Program study ....... sebanyak ..... Gossaninan ) PNS.

Nama perguruan tinggi .....occeeeeverniinencneeneeennnnns
Rencana biaya : RP. .vcevorrierirriroriesreeneeeneeens -
52, Program study .... sebanyak ....... (2% e ) PNS.

Nattia pergurilan tgel covw s s s
Rencana biaya (R cueiisssvosimsossnssmmsse ~

c. Rencana kebutuhan biaya Ijin Mengikuti Pend1d1kan Kusus yang
masih berjalan sebesar Rp. ..c.covvviciviiiiiiiniiinn -

1.3. Jalur Pendidikan Lainnya , sebanyak .............. (s ) PNS dengan
rencang biaya, SeBesar BRDi. v awmverssnsimpmsmyamy s syms nse sz ,-, mencakup :
a. Peningkatan kompetensi pendidikan melalui........... program study

................... SEbETYAK s {pamsamisasss) BN
Nama. perguiriiai HgBl wivmessamsmmm s
Reéncana biaya : Rp. i asimen i -
b. Peningkatan kompetensi pendidikan melalul ........... program study
................ sebanyak ... (coiimi.) PNS.
Nama perguruan tingel .
Rencansa biaya: i RP.. corerorssnseosscnassasmassossasonsios -
c. Peningkatan kompetensi pendidikan melalm ......... program study
............. sebanyak ..........[..............) PNS.
Nama perguruan tinggi ......c.coveeeviniininnnnnn.

Reneana biava ¢ RP. swussoeonsvinvaa s .-
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d. Rencana kebutuhan biaya pendidikan lainya yang masih berjalan

o] T 1l £ o RN -

1. Rencana pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pelatihan,

sebanyak .............. (s ) PNS dengan total rencana biaya sebesar
I T ——— ,-, meliputi :
1.1.  Pelatihan Dasar, sebanyak .................. e ) CPNS,
dengan rencana pembiayaan sebesar Rp. .....cccoccoeeiviiiiiiiiiniiiinnnn, -
meliputi :
a. Pelatihan Dasar Gol. I:............ (issontm s ) CPNS;
Rencaria blaya | Rp v -
b. Pelatihan Dasar Gol. II: ............ (i S— ) CPNS
Rencetia biava: B -
c. Pelatihan Dasar Gol. Il : ............ (mssnenimas ) CPNS
Rencana biaya : Rp. .ooivviiiieiiicieiciieea -
1.2.  Pelatihan Manajerial, sebanyak ............ (b ) PNS, dengan
rencana pembiayaan sebesar Rp. .......coccovvvviiiiininnnnns ,- meliputi :
a. Kepemimpinan Pengawas S (o ) PNS.
ReNcanie. DIsHE & Bl s s sovm apssmesy i -

b. Kepemimpinan Administrator ; .............. e ) PNS
Refieania BIayea & R wwovenims s i s s somsvismmeg -

c. Kepemimpinan Pratama I O —— ) PNS
Rericatia biaya PRP: s ansany i =

1.3.  Pelatihan Teknis, sebanyak .............. R ) PNS dengan
rencana pembiayaan sebesar Rp. .....c.ccoovivviiniinnnnnns ,- meliputi :

gt PElabiiain TERIIIE . oo e oo i S s
Jiamlal PESera. § cuusiies i ikt s | ) PNS.
SABELET PESBIEA | wumurmsiusive sisnsssns sunsmamss snimesvrmig
Rencana biaya : Rp. .oooovvvevenninnne.. Y )

b, Pelatihan TeRfiS «asnmmennnisiaimms s sy
JUmMlah PESSITA. & wwmss sy wssmsessmsesmes {essosmmammnsmnes ) PNS.
SASETAN PESEITE. & s s e R e ek
Reneana bIBYA S RY: wumssmirsismiin e )~

¢: Pelatiban TeRnIS: oo mmmmmeyss smnr e sy s nogsa s s sme
Jumnlal peseria: | cesrsmsaicsaiimm e [suessanmmies ) PNS.
SaSATAN PESEITA & tuuvviiirieiie it
Rencana DIaVa. : BPs v i sunis saesms shnssmsnmssminns "

d, Pelatihen Teknls s msssmmieme e
Jumlah DESETEA § wuwmensmuromommmsonomessnys [ ) PNS.
RS AT AT PESETE: S e s
RENCHTIR DIEEL 7 TRDS rrwiassionsiiassismossamass oo s s A e -

1.4. Pelatihan Fungsional, sebanyak .................... . ) PNS,
dengan rencana pembiayaan sebesar Rp. .................... ,- meliputi :

a. Pelatihan Fungsional ......ccooeviiiiiiiieiieiee,

Jurslaly péserta. | wanasiniasaann osssammanain ) PNS.
P USE e Gt oTulor) oz RS
Rencana biaya, : BD: sisiiiuusiessmsmsnssnssssonssnsmmmans -

b Pelatibhan Fuiesional o sy
Jumlah PESEITA § iuussrissnnssnssmmsmsesmmmssons e rmimnm ) PNS.
DaSATan PESETEE faivunumas i

Rencana biaya : Rp. ....oovvviviiiiiiiiiiiiiee e -



1.5.

1.6.

L.ifs

1.8.

1.9.
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c. Pelatihan Fungsional ................oooveeeiioiii
Jumlah peserta :............ococovviiiiiiii (——— ) PNS.
SEET NGy o L 1 AR ——————
Rencana biaya : Rp.

d. Pelatihan Fungsional ...............coooveevevoueeeeeeriooeviin,
Jumlah peserta : .........ccccccvvvivivirieiennn... {amsiai ) PNS.
Sasaran peserta :

JUBAIER PEBCTIA. £ liirimemarmssmsssssamssnsmss (e ) PNS.
gt B s o g S T
Rencana biaya : Rp.

Pelatihan Sosial Kultural, sebanyak ................. )
PNS, dengan rencana pembiayaan sebesar Rp. .............. ,- meliputi ;
S T PEIERIDAT, ouiiiiiicinns suisn hnnmnemslassrs srmnsssmmysims oo nes

Jumlah PESErta. | s e e ) PNS.

Sasaran PESEILA i .uiviiiiviiieiiiiieeiiieee e

Rencana biaya : Rp. «oo.ovviiiieiiiiiiie e -

-
JRmlah-DesErtal § nurmes e v (ssparsammss ) PNS.
NESATAN POHETIA 1 it o sty s s A e e s s
RENCATIA DIAYE { RP issvmnsismmsmssivni s -

Pelatihan Kepemerintahan, sebanyak ........... (L OONT——. ) PNS,
dengan rencana pembiayaan sebesar Rp. .......ocuu.nee. ,- meliputi :
2 Pelafilbiat cumsmnimnsmmri i s s
Jumlah peserta :.......cooiiiennne. (e ) PNS.
SHsaYatl PESerta b siieisiiairesie g
Rencana, biaya i RP: isssavisnsassanssnssvaeis ,-
B PelBBIETL . orenms s so s smsansssspampensssiinsssioniin
Jumlah peserta ! i {isssssannnins ) PNS.
SHsaran PESEITA ¥ uesssiimauansnmimessvinmmsmsmoss
Rencana biaya | RP. «...ciemmssrsmssasssonsiansvios -
Pelatihan Praktek Kerja, sebanyak ................ I ) PNS,
dengan rencana pembiayaan sebesar Rp................. , meliputi :
53. Pelatihan Praktek Kerja
Pelaksana PD A s e AR
Jumlah Peserta s R (cooeiniinns ) PNS
Rencana Biaya 57 - KON ————— "~
54. Pelatihan Praktek Kerja :
Pelaksana PD s e
Jumlah Peserta 8 s N (s ) PNS
Rencana Biaya ¥ R cvvmmuminmesmmssemins a2l S0 -
Rencana kebutuhan biaya pelatihan lainya yang tldak terprogram
gebesar BD ronunmammnaiisisisemmvsimiimies -

Rencana kebutuhan biaya pelatlhan lamnya yang berbentuk
bimtek, sosialisasi, training, dan istilah lainnya, dilaksanakan
SEbEnvaly L oerisesivimm e ) PNS, dengan rencana
pembiayaan meliputi :
a. Bimbingan Teknis .......ccccooiviiiviiiiiniieime..

Pelaksaria PD & ssamienismeia e e

Jumlah peserta § coovevesrsemminsen Tl ) PNS.

SaSAran PESETta I ciiiiiiernirsiisrsscsaimariiniiiiaiiio

Reéncana biaya ! RP. o vmmsmnssonspesassssessssne ,-
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Jumlah peserta : ........covvviinnnnn. R —— ) PNS.
Sasaran PESBItE & anssisiitsninis e
Rencana biaya : Rp. -

G EBIER A v S e e R A s e
PolaBSemie PDVE s i cmsorisaas s assss
Jumlah peserta : .........cccceereriis {smmsanenmmies ) PNS.
SASHATAN PESEITH 1 nniiisivsumnan e
Rencaria BIE o BB, oo s )

O BEINET siiisniinmmmssssens s s e G
RelaleSaTia PE S s s
Jumlah peserta : .......ccoeennnenn. [ossissmmmmmmnmn ) PNS.
Dasaran PEseTta v R R T R s e
Reticania Diaya UREL wwwmuivarmanbessiiam i )

€. Training ....cccoovveeeeeeiiiiiiee e reeanes
Pelaksana P o omvsoms i
Jumlah peserta: @i (coumsmanmmsuman iy ) PNS.
SASATAN PESEITA I wrrvrsnvesesnessnusras sosmsssmsssinnes
Rencana biaya | RP: is.cvsrsinsessniai -

Total rencana biaya pengembangan kompetensi PNS melalui jalur
pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
untuk tahun,,,,,, adalah sebesar Rp.

Demikian kesepakatan dan rekomendasi hasil kegiatan Analisis Kebutuhan
pengembangan kompetensi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung untuk perencanaan tahun ...... , selanjutnya akan dibahas dalam
TAPD Kabupaten Bandung dalam rangka rapat penyusunan APBD
Pemerintah Kabupaten Bandung untuk perencanaan tahun ........

Tim Penyusun Rencana Kebutuhan dan Evaluasi Pengembangan
Kompetensi PNS Pemerintah Kabupaten Bandung :

Pengarah : 1. Sekretaris Daerah,

Pangkat/Gol
NIP.
2. Asisten Administrasi,

Pangkat/Gol
NIP.
3. Kepala Bappeda

Pangkat/Gol
NIP.



Penanggungjawab

Pelaksana
Ketua

Sekretaris

Anggota
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Kepala Badan Keuangan Daerah

Pangkat/Gol

NIP.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah

Pangkat/Gol
NIP.

Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah

Pangkat/Gol

NIP.

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur - BKPPD

Pangkat/Gol
NIP.

Kepala Bagian Organisasi - Setda

Pangkat/Gol

NIP.

Kepala Bidang Perencanaan Kesejahteraan
Sosial — Bappeda

..........................

Pangkat/Gol
NIP.
Kepala Bidang Anggaran — BKD

Pangkat/Gol
NIP.



Kesekretariatan
Umum / Logistik
/ Transportasi

Akomodasi

ATK

Dokumentasi

Notulensi
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Kepala Sub Bidang Pengembangan Diklat

Pangkat/Gol
NIP.

Kepala Sub Bidang Pendidikan Formal

Pangkat/Gol

NIP.

Kepala Sub Bidang Pendidikan Teknis,
Fungsional, dan Kepemimpinan

Pangkat/Gol
NIP.

Pelaksana

Pangkat/Gol
NIP.

Pelaksana

Pangkat/Gol
NIP.

Pelaksana

Pangkat/Gol
NIP.
Pelaksana

Pangkat/Gol
NIP.

Pelaksana

Pangkat/Gol
NIP.
Pelaksana

Pangkat/Gol
NIP.
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5. FORMAT SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR PNS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG (PASAL 15 AYAT (1) HURUF B).

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan

Unit Kerja

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya akan menyelesaikan tugas belajar ini sesuai waktu dan program yang
telah ditentukan,;

2. Bidang studi yang akan ditempuh langka dan atau sesuai dengan tugas
pekerjaannya dan/atau latar belakang pendidikan;

3. Bersedia melaporkan hasil akademik setiap akhir semester paling lambat 1
(satu) bulan setelah berakhirnya semester berjalan;

4. Bersedia mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diberikan
Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima biaya
tugas belajar;

5. Bersedia menyampaikan laporan akhir Tugas Belajar atau Tugas Belajar
Mandiri paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa
Tugas Belajar;

6. Bersedia mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah
maupun pihak lainnya apabila karena kelalaian saya sehingga tidak dapat
menyelesaikan tugas belajar ini;

7. Bersedia dijatuhi hukuman disiplin PNS apabila karena kelalaian saya
sehingga tidak dapat menyelesaikan tugas belajar ini,

8. Bersedia menjaga kehormatan dan memegang teguh kode etik PNS;

9. Bersedia ditempatkan di seluruh Perangkat Daerah berdasarkan program
study yang ditempuh sesuai kebutuhan organisasi dan formasi;

10. Bersedia mengabdi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung sekurang-
kurangnya 2 (dua) kali masa Tugas Belajar ditambah 1 (satu) tahun atau
2n+l.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai kelengkapan usulan
penerbitan tugas belajar.

Mengetahui, 307 o= bul- RERRR PRSI
Kepala Perangkat Daerah Hormat kami,
Materai 6000
Pangkat/Gol Pangkat/Gol

NIP. NIP.
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6. FORMAT SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR BAGI PNS DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG (PASAL 15 AYAT (1)
HURUF F).

KOP BKPPD

SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Berdasarkan surat ......... nomor ....... tanggal ....... bulan ........ tahun .......
perihal ........ (Dasar Surat Kelulusan), saya yang bertanda tangan dibawah
ini:

Nama

NIP e

Tempat, tanggal lahir @ ..o

Pangkat/Golongan ...

Jabatan E T T s

Kualifikasi akademik T e (8-3, 8-2, 8-1/D-1V, D-III)
Unit Kerja R R ot s et

Alamat tempat tinggal
Program studi E vy e s s R
Jurusan/Bidang MU @ ..o
Fakultas R T——
Perguruan tinggi T T———
Lama Pendidikan ;

menerangkan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri bahwa
bersedia menerima syarat-syarat dan berjanji akan memenuhi kewajiban-
kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor ......
Tahun ..... Tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terinte grasi bagi PNS
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Saya berjanji pula :

1. Akan menjaga kehormatan PNS, memegang teguh kode etik PNS, mentaati
semua peraturan perundang-undangan kepegawaian dan ketentuan tugas
belajar yang berlaku;

2. Akan menghindari segala rupa perbuatan tercela baik sebagai karvasiswa
maupun sebagai anggota masyarakat;

3. Akan mengikuti bidang studi sebagaimana tersebut di atas tanpa
mengubah atau menambah bidang studi lainnya;

4. Akan mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan
tepat waktu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat
keputusan tugas belajar;

5. Akan menyampaikan laporan kemajuan tugas belajar secara berkala setiap
akhir semester kepada Bupati Bandung melalui Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan;

6. Akan mempergunakan dan mempertanggungjawabkan biaya tugas belajar
yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Bandung dan atau pihak lain,
paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima bantuan biaya tugas
belajar;

7. Tidak akan menuntut biaya lain-lain diluar yang telah ditetapkan;

8. Bersedia melaporkan hasil akademik setiap semester paling lambat 1
(satu) bulan setelah berakhirnya semester berjalan;
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6. FORMAT SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR BAGI PNS DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG (PASAL 15 AYAT (1)
HURUF F).

KOP BKPPD

SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Berdasarkan surat ......... nomor ....... tanggal ....... bulan ........ tahun .......
perihal ........ (Dasar Surat Kelulusan), saya yang bertanda tangan dibawah
ini :

I s - v —

NIF B e e e e

Tempat, tanggal lahir ¢ s o

Panpgkat/Golongail ¢ uccuimsssimeies ik

Jabatan T T

Kualifikasi akademik R s G (S-3, 8-2, S-1/D-1V, D-III)
Unit Kerja S I R

Alamat tempat tinggal
Program studi
Jurusan/Bidang Ilmu
Fakultas

Perguruan tinggi
Lama Pendidikan

menerangkan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri bahwa
bersedia menerima syarat-syarat dan berjanji akan memenuhi kewajiban-
kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor ......
Tahun ..... Tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi PNS
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Saya berjanji pula :

1. Akan menjaga kehormatan PNS, memegang teguh kode etik PNS, mentaati
semua peraturan perundang-undangan kepegawaian dan ketentuan tugas
belajar yang berlaku;

2. Akan menghindari segala rupa perbuatan tercela baik sebagai karyasiswa
maupun sebagai anggota masyarakat;

3. Akan mengikuti bidang studi sebagaimana tersebut di atas tanpa
mengubah atau menambah bidang studi lainnya;

4. Akan mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan
tepat waktu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat
keputusan tugas belajar;

S. Akan menyampaikan laporan kemajuan tugas belajar secara berkala setiap
akhir semester kepada Bupati Bandung melalui Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan;

6. Akan mempergunakan dan mempertanggungjawabkan biaya tugas belajar
yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Bandung dan atau pihak lain,
paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima bantuan biaya tugas
belajar;

7. Tidak akan menuntut biaya lain-lain diluar yang telah ditetapkan:

8. Bersedia melaporkan hasil akademik setiap semester paling lambat 1
(satu) bulan setelah berakhirnya semester berjalan;
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Akan menyampaikan laporan akhir tugas belajar kepada Bupati melalui
Kepala BKPPD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa
tugas belajar;

Setelah menyelesaikan studi saya akan kembali bekerja sebagai pegawai
negeri sipil pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung selama sekurang-kurangnya 2 kali masa pendidikan ditambah 1
tahun (2n+1 tahun) dan atau ketentuan lain yang dipersyaratkan;

Akan mengembalikan biaya pendidikan kepada Kas Daerah, jika (a) terjadi
kegagalan studi karena kelalaian saya; (b) mengundurkan diri selama
masa studi berlangsung; (c¢) pindah ke luar Pemerintah Kabupaten
Bandung sebelum masa 2n+1 terpenuhi, atau (d) mengundurkan diri
sebagai pegawai negeri sipil;

Tidak akan menuntut jabatan apapun setelah menyelesaikan pendidikan;
Bersedia ditempatkan di seluruh Perangkat Daerah berdasarkan program
study vang ditempuh berdasarkan kebutuhan organisasi dan formasi;

Jika saya melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka saya
bersedia menerima hukuman disiplin PNS sesual dengan peraturan
kepegawaian dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Mengetahui DOTBENE, «sveuvssvsesrmsimessasssmss s anms
Kepala BKPPD Kabupaten Bandung Yang berjanji,
materai 6000

Nama Jelas Nama Jelas
Pangkat/Gol Pangkat/Gol
MIP oncimsmsmmmsmsin NIP

AL LA ) AR R T IS TR IO L

I

2
3.
4
=

Yth. Bupati Bandung (sebagai laporan);

. Yth. Wakil Bupati Bandung (sebagai laporan);

Yth. Sekretaris Daerah
Yth. Kepala Perangkat Daerah...............

1k D letcssm T Il ss



57

7. FORMAT SURAT REKOMENDASI PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR
BAGI KARYASISWA TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG (PASAL 15 AYAT (5).

KOP BKPPD KABUPATEN BANDUNG

REKOMENDASI
WOTHOE'S conn. umensmmmmnmsserammmins /BKPPD
Yang bertanda tangan dibawah ini
NGB B e A B S R T
WIP e e TR e
Pangkat/Gol. Ruang ey e T PO T SN ye o~ o JE RO e N R
Jabatan : Kepala Badan
Unit Kerja : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Daerah, dalam hal ini atas nama Bupati Bandung,
dengan ini memberikan rekomenda51 kepada :
Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan
UMIEREIIE =000 3 semmemmesrmemesmsed fe s s s s s etk g e d
untuk memperpanjang masa tugas belajar pada :
Program Study
PERSUSHARN TIREET 0 3 messmmmemsismin s o s SR
Jangka Waktu Perpanjangan @ .........ccoccoeiveeniiinnnn. bulan
Terhiting MUl Talipes] = 1§ oo smv i v i s i s
Sampai dengan Tanggal s N R e T
Sumber dana
berdasarkan :
1. Peraturan Bupati Bandung Nomor .......... tentang Pedoman Pengembangan
Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung.
Keputusan Bupati Bandung Nomor..... tentang Penetapan Karyasiswa ......
Surat permohonan perpanjangan yang bersangkutan ...............
Surat e

SN

Dengen tetap mematuhi ketentuan-ketentuan yang melekat sebagai
karyasiswa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Demikian rekomendasi ini dibuat, sebagai dokumen administrasi
perpanjangan masa tugas belajar bagi karyasiswa di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung.

SOTCANE, tvvvenririeeiiiieieeieeeareaanns
An. Bupati Bandung
Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Pangkat/Gol
NIP.
Tembusan, disampaikan kepada :
Yth. Bupati Bandung (sebagai laporan);
Yth. Wakil Bupati Bandung (sebagai laporan);
Yth. Sekretaris Daerah
Yth. Kepala Perangkat Daerah...............
¥ihn BeEEton) DEKER mucsswsmssmmmmmisisimies

e R i



58

8. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR
BAGI KARYASISWA TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG (PASAL 15 AYAT (7).

SOTCAND, wwns mnswavavasie S
Kepada
Yth. Bapak Bupati Bandung
Melalui
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Bapak Kepala BKPPD
Perihal :  Permohonan ljin di-
Perpanjangan Masa
Tugas Belajar
Al s pesuis i
Tempat

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan :

1. Peraturan Bupati Bandung Nomor ...... Tahun wsans Tentang
Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawail
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

2. Keputusan Bupati Bandung Nomor...... tentang  Penetapan
Karyasiswa.....

3. SHraldar oy sebagaimana terlampir,

maka kami mengajukan permohonan ijin perpanjangan masa tugas

belajar karyasiswa atas nama :

Nama A R S Y RN RN A 4

NIP L o s R

Pangkat/Gol B A S B A A TR S

Unit Kerja R R R

dalam program study ... pada  ...eeeeiens (nama

Sekolah/Perguruan Tinggi) tahun akademik ................

Adapun permohonan perpanjangan tugas belajar dari kami
selama..... (bulan) mulai tanggal ..........ooeee. (s RN

Demikian surat ini dibuat sebagai kelengkapan usulan penerbitan
ijin mengikuti pendidikan.

Hormat kami,

Nama Jelas
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. Kepala Perangkat Daerah......
2. Yth. Rektor/Dekan.........ocoevinennnn
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9. FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENGABDI MINIMAL 2 (DUA)
TAHUN SETELAH MENYELESAIKAN MASA TUGAS BELAJAR BAGI PNS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG (PASAL 16).

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP

Pangkat/Gol. Ruang

Jabatan

Unit Kerja

berdasarkan :

a. Peraturan Bupati Bandung Nomor ..... tentang Pedoman Pengembangan
Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung;

b. Keputusan Bupati Bandung Nomor..... tentang Penetapan Karyasiswa.....

c. Surat Kepala Perangkat Darah Nomor......

dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan mentaati semua ketentuan yang digariskan dalam Peraturan Bupati
Bandung Nomor ..... tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi
Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung;

2. Telah melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Pemerintah
Kabupaten Bandung sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak kelulusan
sebagai karyasiswa berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor.....
tentang Penetapan Karyasiswa.....;

3. Mengikuti pendidikan dengan jurusan/program studi yang mempunyai
hubungan dan/atau sesuai dengan tugas pekerjaan dan/atau latar
belakang pendidikan yang dimiliki berdasarkan rencana kebutuhan dan
kompetensi PNS dalam rangka peningkatan pengetahuan;

4., Akan melaporkan hasil akhir pendidikan kepada Bupati Bandung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai bahan kelengkapan
usulan mengikuti tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bandung.

Mengetahui, SETERHT nnuanurmmma oo s oA e
Kepala Perangkat Daerah Hormat kami,
Materai 6000
Nama Jelas Nama Jelas
Pangkat/Gol Pangkat/Gol
NIP. NIP.

v awaEe VY ARl D U pPatl Dalaully (sepdagdal ldaporanyy
3. Yth. Sekretaris Daerah.

4.Yth. Kepala ....c.ocuennne.

5:¥th Relktor) Dekatl viupavssniiiaisas
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10. FORMAT SURAT REKOMENDASI DARI KEPALA PERANGKAT DAERAH
UNTUK MENGIKUTI TUGAS BELAJAR BERIKUTNYA (PASAL 16 ayat (1).

KOP PERANGKAT DAERAH

REKOMENDASI

Nama
NIP
Panpliat/ Gol. RIEHE § sissmsimmnemrs s s b tsmsamas s s s o e e s st
Jabatan : Kepala
Unit Kerja :
dengan ini memberikan rekomendam kepada :
Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan

L5 o B (< o = L OO
untuk mengikuti kembah tugas belajar pada :

Program Study

Pefolitiiali " BIEEE = 0§ et v s s s s e s S A
Jangka Waktu R AR A B A S S S S A T tahun
SHMEESFERRE 000§ e e e R e A e e
berdasarkan :

1. Peraturan Bupati Bandung Nomor .......... tentang Pedoman Pengembangan

Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bandung.

Surat pernyataan yang bersangkutan ............

(R - | SR

Adapun sebagai bahan pertimbangan kami yaitu :

1. Yang bersangkutan menunjukan prestasi kerja dan berpotensi untuk
dikembangkan kompetensinya.

2. Jenjang pendidikan yang ditempuh linier dengan tugas dan pekerjaan,
serta jenjang pendidikan sebelumnya.

L

3. Program study yang ditempuh dibutuhkan oleh instansi dan Pemerintah
Kabupaten Bandung.

4. Tidak sedang dalam pemeriksaan atau menjalani hukuman disiplin PNS.

5. SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik pada semua unsur.

6. Bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang melekat sebagai karyasiswa

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Demikian rekomendasi ini dibuat, sebagai bahan pengusulan kembali
tugas belajar bagi karyasiswa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Kepala Perangkat Daerah

Nama Jelas
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bandung (sebagai laporan);

2. Yth. Wakil Bupati Bandung (sebagai laporan);

3. Yth. Sekretaris Daerah.

4.Yth. Kepala ...............

5. Yth. Rektor/Dekan
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11. FORMAT SURAT USULAN PEMBATALAN PENETAPAN KARYASISWA DARI
KEPALA PERANGKAT DAERAH (PASAL 17 AYAT (5).

KOP PERANGKAT DAERAH

SOTCANE; it
Kepada
Nomor : Yth. Bapak Bupati Bandung
Sifat Biasa Melalui
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Kepala BKPPD
Perihal :  Permohonan di-
Pembatalan Penetapan
Karyasiswa
BT L S
Tempat

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami sampaikan
permohonan pembatalan penetapan karyasiswa tugas belajar bagi PNS
di lingkungan Pemermtah Kabupaten Bandung atas nama :

Nama

NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Unit KeIja b i et et
Program study AT, | R A A R
PEFOUTTET TIBEL 7 i i i s s e
Tahwin ARBABMTIC § wsmamminmimsmim s s v s s

yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bandung Nomor.....
tentang Penetapan Karyasiswa ................ *

Adapun sebagai alasan permohonan pembatalan adalah sebegai
berikut :

dengan bukti-bukti pendukung terlampir. [*]

Demikian surat ini dibuat, kiranya dapat dijadikan bahan usulan
pembatalan penetapan karyasiswa tugas belajar bagi PNS di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung.

Atas perhatian dan perkenannya, diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah

NAMA JELAS
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bandung (sebagai laporan)

2. Yth. Wakil Bupati Bandung (sebagai laporan)
3. Yth. Inspektur
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12. FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN BIAYA TUGAS BELAJAR
BAGI KARYASISWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG (PASAL 20 AYAT (1) HURUF A).

SOTCANT. o
Kepada
Yth. Bapak Bupati Bandung
Melalui
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Bapak Kepala BKPPD
Perihal : Permohonan Bantuan di-
Biaya Tugas Belajar
e T
Tempat

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan :

1. Peraturan Bupati Bandung Nomor ...... Tl i tentang
Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

2. Keputusan Bupati Bandung Nomor...... tentang  Penetapan
Karyasiswa.....;

3. Keputusan Kepala BKPPD Kabupaten Bandung Nomor........ tentang
Penetapan Bantuan Biaya Tugas Belajar Karyasiswa

IR o (B E= i RSO B sebagaimana terlampir,

maka kami mengajukan permohonan bantuan biaya tugas belajar
karyasiswa atas nama :

Nama
1 B I
Pangkat/Gol G R R e A AR e
Unit Kerja
Programn SHIAT 1 soswsesiesesmesmem oo s i sess st sy seiis i
PEToUitian TITIERE £ st ons s sy s s s s s s s s
Semester :

Bulan S e R e
Fahun Akademile § iauiiiiai s Gas ey en  ssn as rs

Adapun permohonan bantuan biaya tugas belajar sebesar Rp.
.............. ( terbilang ) sebagaimana dalam lampiran dengan bukti-bukti
penggunaan terlampir.

Saya bersedia mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan
biaya tugas belajar yang diberikan dari Pemerintah Kabupaten Bandung
sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, kiranya Bapak
berkenan dapat mengabulkan permohonan kami. Atas perhatian dan
perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,

Nama Jelas
Pangkat/Gol
NIP,
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Lampiran surat permohonan bantuan biaya karyasiswa tugas belajar
Tanggal
Perihal : Permohonan bantuan biaya tugas belajar An......

DAFTAR RINCIAN PERMOHONAN BANTUAN BIAYA
KARYASISWA TUGAS BELAJAR
BULAN....... SEMESTER....

TAHUN AKADEMIK......

NO URAIAN BIAYA (Rp) KETERANGAN

JUMLAH |

Terbilan e, o s i s sms i

Hormat kami,

Nama Jelas
Pangkat/Gol
NIP.
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13.  FORMAT KEPUTUSAN KEPALA BKPPD TENTANG BESARNYA BANTUAN
BIAYA TUGAS BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG (PASAL 20 AYAT (2).

KOP BKPPD

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

KABUPATEN BANDUNG

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI KARYASISWA TUGAS

BELAJAR

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

ATAS NAMA: oy

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BANDUNG

:a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi PNS
melalui jalur pendidikan formal khususnya bagi
karyasiswa tugas belajar, maka perlu ditetapkan bantuan
biaya pendidikan tugas belajar selama masa tugas belajar.

b. bahwa penetapan bantuan biaya pendidikan tugas belajar
dimaksud merupakan bagian dari pengembangan
kompetensi PNS dan manajemen kepegawaian bagi ASN
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

:a, Peraturan Bupati Bandung Nomor...... Tahun ..... tentang
Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung;

b. Keputusan Bupati Bandung Nomor ...... Tahun .... tentang
Penetapan KaryasisSwa .................

c. Perjanjian kerja sama antara Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung

Memperhatikan : a. Surat Kepala..........

Menetapkan
KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN

Memberikan bantuan baya pendidikan bagi karyasiswa tugas

belajar atas nama :

1. Nama R e

2. NIP S R

3. Jabatan S T,

4. UnitKerja @ .oovivviviiiiiiininnns

yvang menempuh pendidikan program study.................... pada

perguruan tinggi ............ceee.e. BRIAEIE o siennes bulan dan

b= & R semester.

Besarnya bantuan biaya pendidikan bagi karyasiswa tugas

belajar dimaksud diatas adalah sebegai berikut :

1. Biaya Pendaftaran & BB s ,-

2. Biaya Pendidikan 9 B ,-/ semester

3. Biaya Tunjangan hidup dan transport lokal : Rp. .......... -
/bulan
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4. Biaya Tunjangan buku R e ,-/bulan
5. Biaya Internet Y RD. vmemnsme ,-/bulan
6. Biaya Tunjangan Penyusunan Tesis : Rp. .......... e
7. Biaya Wisuda EBDy somsiimonss =
8. Biaya ..... dst:
KETIGA : Keputusan Bupati ini akan dilakukan perbaikan apabila

terdapat kekeliruan.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal .........ccveniennns
KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH

NAMA JELAS

Pangkat/Gol
NIP
TEMPUSAN :
Yth. Bupati Bandung
Yth. Wakil Bupati Bandung
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung
Yth. Inspektur Kabupaten Bandung
Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah
Yth. Kepala ..coocovviininnnns (nama Perangkat Daerah)

e N
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14, FORMAT LAPORAN TELAH MENYELESAIKAN TUGAS BELAJAR BAGI

KARYASISWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
(PASAL 24 AYAT (1) HURUF E).

2103 o s a2 IR
Kepada
Nomor 3 Yth. Bapak Bupati Bandung
Sifat : Biasa Melalui
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Kepala BKPPD
Perihal : Laporan Menyelesaikan Kabupaten Bandung
Study Tugas Belajar di-
2% 1 R,
Tempat

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan :

1. Peraturan Bupati Bandung Nomor ...... Tahun .......... tentang Pedoman
Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

2. Keputusan Bupati Bandung Nomor...... tentang Penetapan
Karyasiswa.....;

3. Suratdari........coceeiiiiiinnnnn. sebagalmana terlampir,

yang bertanda tangan dibawah ini :

EIIE s ey B e A B B e P Y

NIP e T A S S S s L A S s sy

Pangkat/Gol b S T R T e R s

Jabatan R R R R R R

Instansi R R R R R s

dengan ini melaporkan bahwa saya telah menyelesaikan study melalui

mekanisme tugas belajar pada :

Nama perguruan Tinggi 0 R R A D S A S A A R B

Jenjang § o SRR R AT R TR (D-II1/S-1/8-2/8-3)

Program study R A S S Y e

Terhitnng Mulai Tanggal - secssvmsanimene sinsiiainiass diess

Sebagai bahan pendukung, saya lampirkan :

1. Fotokopi ijazah dan transkip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat
berwenang.

2. Ringkasan salinan tugas akhir/skripsi/thesis/desertasi.

Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak untuk menempatkan
kembali saya mengabdi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung, sesuai dengan bidang study dan kebutuhan /formasi.

Demikian laporan ini saya sampaikan, atas perhatian dan
perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Nama Jelas
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan, disampaikan kepada :

1

Yth. Bapak Sekretaris Daerah (sebagai laporan)

2. Yth. Kepala Perangkat Daerah.... (asal)
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15. FORMAT SURAT IJIN MENGIKUTI PENDIDIKAN (PASAL 26)

SURAT IZIN BUPATI BANDUNG

Nomor : 826.5/ /BKPPD
TENTANG
IZIN MENGIKUTI PENDIDIKAN
B s skt R R S

BUPATI BANDUNG

Dasar : a. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 892/303/Sj tanggal
9 Januari 1990 tentang Petunjuk Pemberian Ijin Belajar
Pegawai Negeri Sipil;

b. Surat Sekretaris Daerah Jawa Barat Nomor
826.5/3127/Peg.2/2001 tanggal 14 September 2001
tentang Petunjuk Pemberian [jin Belajar;

c. Peraturan Bupati Bandung Nomor ...... Tahun ......
Tanggal .......cccooevnen. , tentang Pedoman Pengembangan
Kompetensi Terintegrasi bagi bagi Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

d. Peraturan Bupati Bandung Nomor ...... TEHTE oo
tentang  Pendelegasian Wewenang  Penandatangan
Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita

Daerah Tahun ............. Nomor ....... );
Membaca : Surat Kepala Perangkat Daerah Nomor .................
Tanggal .............. perihal........coeveees
MENGIZINKAN
Kepada
NEIGE 5 essmmmmmmeroomm s s s e M S S R A
S S
BAOnBRat ] & i e s s ossims sn sy s A s e B e ey
Jabatan R e R e
Untuk : Mengikuti Pendidikan Tingkat cocascmeses
(Paket/Diploma/Sarjana/Pasca Sarjana)........ Program
S G b O s S TA.

Dengan ketentuan :

1. Izin mengikuti pendidikan diluar jam kerja;

2. Tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;

3. Bukan merupakan kelas jauh dan bukan kelas sabtu-minggu

4. Biaya ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan;

5. Tidak menuntut penyesuaian ijazah;

6. Melaporkan hasil akhir studi kepada Bupati Bandung;

7. Bersedia mengabdi sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun apabila telah
menyelesaikan pendidikan

8. Apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.
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Demikian surat ijin mengikuti pendidikan ini dibuat, sebagai bahan
lebih lanjut.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal

An. BUPATI BANDUNG

Tembusan, disampaikan kepada :

Yth. 1. Bapak Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
2. Kepala Perangkat Daerah........ccoovevvvneriieeiiieeiineeinnnn.. :
3. Ketua/DeKam .o
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15. FORMAT SURAT PENGAJUAN IJIN MENGIKUTI PENDIDIKAN (PASAL 29

HURUF A)
KOP PERANGKAT DAERAH
SOTEAINE, tvviriririririearerireniernans
Kepada
Nomeor : Yth. Bapak Bupati Bandung
Sifat Biasa Melalui
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Kepala BKPPD
Perihal :  Permohonan Ijin di-
Mengikuti pendidikan
AN snsn s e Tempat

Disampaikan dengan hormat, kami sampaikan berkas

permohonan ijin mengikuti pendidikan atas nama :
Nama 5
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Unit Kerja D A T A A BT
guna mengajukan permohonan ijin mengikuti pendidikan jenjang
...................... (paket/ Diploma/Sarjana/Pasca Sarjana/S-3) program
BUAEY womsemsommvi joF-16 |- LANNRETIRS—— (nama Sekolah/Perguruan Tinggi),
Tahun Akademik .............. , dengan tidak mengganggu kelancaran tugas
kedinasan, adanya keterkaitan/linier dengan pelaksanaan tugas, dan
bersedia menanggung sendiri biaya pendidikan dimaksud.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :
Surat pernyataan ijjin mengikuti pendidikan (bermaterai 6000);
Fotokopi SK pangkat terakhir (dilegalisir);
Fotokopi SK jabatan terakhir (dilegalisir);
Ijazah dan transkip nilai pendidikan terakhir;
Fotokopi SKP tahun terakhir (dilegalisir);
Fotokopi jadwal pelajaran/kuliah;
Fotokopi status akreditasi BAN-PT/LAM-PT bagi perguruan tinggi dan
atau status sekolah;
Fotokopi surat keterangan sebagai siswa/mahasiswa,
Pasfoto PDH atau baju kedinasan ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua)
lembar latar putih.

Demikian surat ini dibuat sebagai kelengkapan usulan penerbitan

b el S s o o

000

ijin mengikuti pendidikan.

Kepala Perangkat Daerah

NAMA JELAS
Pangkat/Gol
NIP.
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16. FORMAT SURAT PERNYATAAN IJIN MENGIKUTI PENDIDIKAN (PASAL 29
HURUF B)

SURAT PERNYATAAN IJIN MENGIKUTI PENDIDIKAN

Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang

Jabatan

..............................................................................

L858 H Sl =D -

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah apabila telah
menyelesaikan pendidikan;

2. Akan mengabdi sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun apabila telah
menyelesaikan pendidikan;

3. Mengikuti pendidikan yang dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak
mengganggu tugas kedinasan;

4. Mengikuti pendidikan yang bukan merupakan kelas jauh dan bukan
kelas sabtu-minggu;
Mengikuti pendidikan dengan biaya sendiri;
Mengikuti pendidikan dengan jurusan/program studi yang mempunyai
hubungan dan/atau sesuai dengan tugas pekerjaan dan/atau latar
belakang pendidikan yang dimiliki berdasarkan rencana kebutuhan dan
kompetensi PNS dalam rangka peningkatan pengetahuan;

7. Akan melaporkan hasil akhir pendidikan kepada Bupati Bandung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai bahan kelengkapan

usulan penerbitan ijin mengikuti pendidikan.

Mengetahui, e = o T o
Kepala Perangkat Daerah Hormat kami,
Materai 6000
Pangkat/Gol Pangkat / Gol .........

. NIP. NIP.
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15. FORMAT BERITA ACARA REKOMENDASI TIM PENILAI KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL (TPK-PNS) KABUPATEN BANDUNG (PASAL 30
AYAT (4) HURUF A).

BERITA ACARA RAPAT
TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 1 Lo e JTPK

Pada hari ini.............. tanggal.......... bulan........... tahun......... di Ruang Rapat
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, telah dilaksanakan Rapat
Pembahasan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bandung.

Rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dipimpin oleh Sekretaris Daerah
Kabupaten Bandung selaku Ketua dihadiri oleh Sekretaris serta anggota Tim
Penilai Kinerja sebagaimana daftar dibawah ini, membahas tentang
Rekomendasi Pegawai Negeri Sipil untuk diikutsertakan dalam Program I[jin
Mengikuti Pendidikan Jalur Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung,

Dasar hukum : Peraturan Bupati Bandung Nomor ...... Tahun.... Tentang
Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Adapun hasil pembahasan sebagai berikut :

Ketua dan Para Anggota Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten
Bandung sepakat dan merekomendasikan nama-nama dibawah ini untuk
diusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian mengikuti Program Ijin
Mengikuti Pendidikan Jalur Khusus mengikuti Program [jin Mengikuti
Pendidikan Jalur Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung,
dengan data-data sebagai berikut :
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ANGGOTA

NO NAMA /NIP/PANGKAT/JABATAN /UNIT KERJA TINGKAT PROGRAM PERGURUAN TINGGI MASA
PENDIDIKAN STUDY PENDIDIKAN
|1 2 3 4 ]
TIM PENILAI KINERJA PNS PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
1. SEKRETARIS DAERAH
KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2. INSPEKTUR
ANGGOTA
3. ASISTEN PEMERINTAHAN
ANGGOTA
4. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN
ANGGOTA
5. ASISTEN ADMINISTRASI
ANGGOTA
6. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
ANGGOTA
7. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
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16. FORMAT SURAT PENGAJUAN IJIN MENGIKUTI PENDIDIKAN JALUR
KHUSUS (PASAL 30 AYAT (5).

KOP PERANGKAT DAERAH

BOFEAND, 5ot iassgsvars n i
Kepada
Nomor - Yth. Bapak Bupati Bandung
Sifat : Biasa Melalui
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Bapak Sekretaris Daerah
Perihal :  Permohonan ljin di-
Mengikuti Pendidikan
Jalur Khusus PNS
T I
Tempat

Disampaikan dengan hormat, kami sampaikan berkas
permohonan mengikuti Pendidikan Jalur Khusus bagi PNS atas nama :
Nama R S S s S e
NIP R R R e R e
Pangkat/Gol T
Jabatan Y R R T R A R S S e ST TN
Unit Kerja RS
dengan program study ... padda  cussaenn (nama
Sekolah/Perguruan Tinggi) tahun akademik ................

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

1. Surat pernyataan yang bersangkutan diketahui Kepala Perangkat
Daerah (bermaterai 6000);
2. Surat perjanjian yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah
(bermaterai 6000);
3. Fotokopi yang telah dilegalisir :
a. SK Pangkat terakhir;
b. SK Jabatan terakhir;
c. SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik seluruh unsur;
d. [jazah dan transkip nilai pendidikan terakhir;
e. SK Jabatan terakhir.
f. Sertifikat TOEFL.
g. Status akreditasi “A” program study dari BAN-PT/LAM-PT.
3. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah.
4, Surat keterangan kelulusan dari perguruan tinggi.

Demikian surat ini dibuat sebagai kelengkapan usulan penerbitan

ijin mengikuti pendidikan.

Mengetahui, BT o mmom o R AT P s R
Kepala Perangkat Daerah Hormat kami,
Pangkat/Gol Pangkat/Gol

NIP. NIP.
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17. FORMAT SURAT PERNYATAAN IJIN MENGIKUTI PENDIDIKAN JALUR

KHUSUS (PASAL 30 AYAT (5).

KOP PERANGKAT DAERAH

Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Jabatan

Unit Kerja

Dengan ini menyatakan bahwa :

L

2.

3.

10.

11

13.

Saya akan menyelesaikan pendidikan jalur khusus ini sesuai waktu dan
program yang telah ditentukan;

Bidang studi yang akan ditempuh langka dan atau sesuai dengan tugas
pekerjaannya dan/atau latar belakang pendidikan;

Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin kategori berat dalam kurun
waktu 1 (satu) tahun terakhir dan atau tidak sedang dalam proses
pengenaan sanksi disiplin PNS;

Bersedia tetap memangku jabatan dan atau melaksanakan tugas
kedinasan dengan penuh rasa tanggung jawab;

Bersedia melaporkan hasil akademik setiap akhir semester paling lambat 1
(satu) bulan setelah berakhirnya semester berjalan;

Bersedia menanggung biaya pendidikan diluar biaya SPP;

Bersedia mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diberikan
Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima bantuan
biaya,

Bersedia menyampaikan laporan akhir pendidikan jalur khusus paling
lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa pendidikan;
Bersedia mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah
maupun pihak lainnya apabila karena kelalaian saya sehingga tidak dapat
menyelesaikan pendidikan ini;

Bersedia dijatuhi hukuman disiplin PNS apabila karena kelalaian saya
sehingga tidak dapat menyelesaikan pendidikan jalur khusus ini;

. Bersedia menjaga kehormatan dan memegang teguh kode etik PNS;
12.

Bersedia ditempatkan di seluruh Perangkat Daerah berdasarkan program
study yang ditempuh sesuai kebutuhan organisasi dan formasi;

Bersedia mengabdi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung sekurang-
kurangnya 2 (dua) kali masa Tugas Belajar ditambah 1 (satu) tahun atau
2n+1.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai kelengkapan usulan

penerbitan ijin mengikuti pendidikan jalur khusus.

Mengetahui, BOTEANTE ummmmsusmmasmparsRE
Kepala Perangkat Daerah Hormat kami,
Materai 6000
Pangkat/Gol Pangkat/Gol

NIP. NIP.
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18. FORMAT SURAT PERJANJIAN IJIN MENGIKUTI PENDIDIKAN JALUR

KHUSUS BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG (PASAL 30 AYAT (5).

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERJANJIAN MENGIKUTI PENDIDIKAN JALUR KHUSUS

Berdasarkan surat ......... nomor ....... tanggal ....... bulan ........ tahun .......
perihal ........ (Dasar Surat Kelulusan), saya yang bertanda tangan dibawah ini :
BIEIEA. 000 N et e R A
o - T e
Tempat; tatigpal JAHIE | crscummmmmmmrmnvmmm sy spats
Pangkat/Golongan .
Jabatan Y R SRR
Kualifikasi akademik R S AR (S-3, S-2, S-1/D-1V,
D-III)
URHEEHE = 00§ e e s s

Alamat tempat tinggal
Program studi
Jurusan/Bidang Ilmu
Fakultas

Perguruan tinggi
Lama Pendidikan

menerangkan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri bahwa bersedia
menerima syarat-syarat dan berjanji akan memenuhi kewajiban-kewajiban
yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor ...... Tahun .....
Tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi PNS di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Sérya berjanji pula :

1. Akan menjaga kehormatan PNS, memegang teguh kode etik PNS, mentaati
semua peraturan perundang-undangan kepegawaian dan Kketentuan
pendidikan jalur khusus yang berlaku,

2. Akan menghindari segala rupa perbuatan tercela baik sebagai PNS maupun
sebagai anggota masyarakat;

3. Akan mengikuti bidang studi sebagaimana tersebut di atas tanpa
mengubah atau menambah bidang studi lainnya;

4. Akan mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan
tepat waktu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;

5. Akan menyampaikan laporan kemajuan pendidikan secara berkala setiap
akhir semester kepada Bupati Bandung melalui Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

6. Akan mempergunakan dan mempertanggungjawabkan biaya pendidikan
yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Bandung dan atau pihak lain,
paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima bantuan biaya pendidikan;

7. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin kategori berat dalam kurun
waktu 1 (satu) tahun terakhir dan atau tidak sedang dalam proses
pengenaan sanksi disiplin PNS;
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19. FORMAT IJIN MENGIKUTI PENDIDIKAN MELALUI JALUR KHUSUS
(PASAL 30 AYAT (8).
KOP BKPPD
SURAT IZIN BUPATI BANDUNG
Nomor : 826.5/ /BKPPD
TENTANG
IJIN MENGIKUTI PENDIDIKAN JALUR KHUSUS
BT s s s was s s R SRR
BUPATI BANDUNG
Dasar : Peraturan Bupati Bandung Nomor ...... Tahun ...... Tanggal
.................. , tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi
Terintegrasi bagi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung;
Membaca : 1. Surat Kepala Perangkat Daerah............. Nomor
................. Tangeal s PETIRBL sasmanwmins
2. Rekomendasi Tim Penilai Kinerja ASN Pemerintah
Kabupaten Bandung Nomor........
MENGIZINKAN
Kepada
WAMIA. 0 s e e s 5 s o s e e R W AR
NIP e B G A R AR
Panglat/Gol. 3  wuisses i i o i i e i s s
JABALENL 0 s o e AR T SR e
TNIEKEIIE = 5 commmsesmmanmmmsmsnsnsmmssmessmenssn st bss s0aau sonsba s R s
Untuk : Mengikuti Pendidikan Jalur Khusus Tingkat ....................
(Paket/Diploma/ Sarjana/Pasca Sarjana) Program
AU {5 OO patal e Fmmramsamna TA.

Dengan ketentuan :

k;

0

ST »

Tetap memangku jabatan dan atau melaksanakan tugas kedinasan dengan
penuh rasa tanggung jawab;

Bukan merupakan kelas jauh dan bukan kelas sabtu-mingg;

Biaya ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan, diluar yang telah
ditetapkan;

Tidak menuntut penyesuaian ijazah;

Melaporkan hasil akhir studi kepada Bupati Bandung;

Bersedia mengabdi sekurang-kurangnya 2n+1 atau 2 (dua) kali masa
pendidikan ditambah 1 (satu) tahun, apabila telah menyelesaikan
pendidikan

Apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.
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Demikian surat ijin mengikuti pendidikan jalur khusus ini dibuat, sebagai
bahan lebih lanjut.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal

An. BUPATI BANDUNG
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Tembusan, disampaikan kepada :

Yth. 1. Bupati Bandung (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
8. Kepala Perangkat Daetahuesssamsramsnasisios ;
4. Ketua /DEKaTL v i missmmssn s svassissussse
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Demikian surat ijin mengikuti pendidikan jalur khusus ini dibuat, sebagai
bahan lebih lanjut.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal

An. BUPATI BANDUNG
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Tembusan, disampaikan kepada :

Yth. 1. Bupati Bandung (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
3. Kepala Perangkat Daerah.........coooeueiiiiiiiiiiiiiinnannn. :
4 Ketua/ Deleam, s s s sl fis s soie
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22, FORMAT PELAPORAN TELAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN MELALUI
IJIN MENGIKUTI PENDIDIKAN (PASAL 32)

KOP PERANGKAT DAERAH

SOREETD 4o mon susmnmsmmeminins s
Kepada
Nomor : Yth. Bapak Bupati Bandung
Sifat : Biasa Melalui
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Kepala BKPPD
Perihal : Laporan Menyelesaikan Kabupaten Bandung
Pendidikan di-
BT
Tempat
Disampaikan dengan hormat, berdasarkan :
1. Peraturan Bupati Bandung Nomor ...... TahUH .oowsswss tentang Pedoman

Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

2. Surat Ijin Mengikuti Pendidikan Nomor .......... TANZEAl: v Tentang

3, SUrAL AaL v sebagaimana terlampir,
yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Instansi

dengan ini melaporkan bahwa saya telah menyelesaikan study melalui

mekanisme ijin mengikuti pendidikan pada :

Nama perguruan Tinggi @ .............. R ——

Jenjang B s B N R S (D-1I1/S-1/S-2/8-3)

Program study

Terhitung Mulai Tanggal

. Sebagai bahan pendukung, saya lampirkan :

1. Fotokopi ijazah dan transkip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat
berwenang.

2. Fotokopi surat ijin mengikuti pendidikan.

3. Ringkasan salinan tugas akhir/skripsi/thesis/desertasi.
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Demikian laporan ini saya sampaikan, atas perhatian dan
perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Peragkat Daerah Hormat kami,
Nama Jelas Nama Jelas
Pangkat/Gol Pangkat/Gol
NIP. NIP.

Tembusan, disampaikan kepada :

55. Yth. Bapak Sekretaris Daerah (sebagai laporan)
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23. FORMAT SURAT KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG
TIDAK SEDANG DALAM PROSES PEMBERIAN ATAU MENJALANI
HUKUMAN DISIPLIN PNS (PASAL 35 AYAT (3) HURUF A, DAN PASAL 36
AYAT (2) HURUF A).

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN

Nama
NIP

Pangkat/Gol. Ruang

Jabatan : Kepala

BEate A 45 - L SO,

dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama
NIP

Pangkat/Gol

JRERERTL e e e R e S R S AR A R R
2. Nama
NIP

Pangkat/Gol

Jabatan B S SR A R R A R R A R dst
adalah benar sebagai Pegawai Negeri Sipil pada ................... (Nama Perangkat
Daerah), dimana nama-nama tersebut diatas tidak pernah dikenakan
hukuman disiplin dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir dan atau tidak
sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin sedang
maupun berat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai kelengkapan usulan

proses ujian dinas dan atau wjian penyesuaian kenaikan pangkat.

Kepala Perangkat Daerah

Pangkat/Gol
NIP.
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24. FORMAT SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN
(SKTMP) (PASAL 5 AYAT (2) HURUF F-V DAN PASAL 36 AYAT (3) HURUF

B)
KOP BKPPD
SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN
BESTAGE Lssmmmanuimnamiss
Yang bertanda tangan dibawah ini :
NATRE. 5 e s e e
NIP e D R A A
Pangileal | Q] 1ot i n i niis e
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Unit Kerja : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
berdasarkan :

1. Peraturan Bupati Bandung Nomor ...... TERUH) wsemss Tentang Pedoman
Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

2. Peraturan Bupati Bandung Nomor ...... Tahun ..... tentang Pedoman Ijin
Pencantuman Gelar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung;

8. Burat Kepala iivpsmessinin

4. Surat Keterangan sebagai siswa/mahasiswa dari sekolah/perguruan
tinggi terakreditasi dan atau pejabat yang berwenang.

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar /ljazah dan transkip nilai (legalisir)

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama

NIP

Pangkat / Gol.
JEBEATE =000 faesssmesssmmesmeesmmsts s i
Pendidikan Terakhir @ .ocoviviviiiierieiriiierererieceeeneeisnnenan dst

Adalah benar pernah menjadi siswa / mahasiswa pada ..... tahun ajaran.....

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai kelengkapan usulan
ujian penyesuaian kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung.

SOreang; .uicivins i

Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Nama Jelas
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.
Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. Sekretaris Daerah (sebagai laporan)
2. Yth. Inspektur
3. Yth. Kepala......
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25. FORMAT SURAT REKOMENDASI KEGIATAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG (PASAL 46 AYAT (2) HURUF B)

KOP BKPPD KABUPATEN BANDUNG

REKOMENDASI
Nomor | 800/ v /BKPPD

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
NIP
Eagtest Col REame B s e s e S e T A S R
Jabatan : Kepala Badan
Unit Kerja : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah,
dalam hal ini atas nama Bupati Bandung,

dengan ini memberikan rekomendasi kepada :
Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan
Unit KEIJa i e
untuk meleksanakan keglatan ..................... (bimtek, sosialisasi, dll) pada :
Hari/Tanggal
Bertempat di
Jumlah Peserta
Sasaran Peserta
Sumber dana
Jumlah Pelajaran/ Maten ......................................................................
yang diselenggarakan oleh ............. (Nama PD) bekerja sama dengan
(lembaga penyelenggara terakreditasi), berdasarkan :
1. Peraturan Bupati Bandung Nomor .......... tentang Pedoman Pengembangan

Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bandung.

2. Surat Kepala............

Dengan ketentuan :

1. Kegiatan .........coceeeenns bertujuan untuk meningkatkan kompetensi PNS di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

2. Penanggungjawab kegiatan .............. adalah Kepala...................

3. Melaporkan hasil kegiatan.................. kepada Bupati Bandung melalui

Kepala BKPPD Kabupaten Bandung.

Demikian rekomendasi ini dibuat, sebagai dokumen administrasi
pengembangan kompetensi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung.

SOTERTIE v iess snitnie s At dnwd
An. Bupati Bandung
Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Pangkat/Gol
NIP.
Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. Bupati Bandung (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Bandung (sebagai laporan);
3. Yth. Sekretaris Daerah
4.Yth. Kepala...........coeuis
9. Yth. Kepala Lembaga.............ovnee
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26. FORMAT SURAT REKOMENDASI KEPALA PERANGKAT DAERAH UNTUK
MELAKSANAKAN PELATIHAN PRAKTEK KERJA BAGI PNS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG (PASAL 47 AYAT (2)
HURUF D)

KOP PERANGKAT DAERAH

REKOMENDASI

Nama R T A T T S e L T
NIBY e s R R S R
Pangkat/Gol. Ruang s e S T B T s R SRR A
Jabatan Kepala .................................................................
|55 5901045 - S < Frvnsnu R ———— (Nama Perangkat Daerah),
dengan ini memberikan rekomenda31 kepada :
1. Nama A R A N A A 4
NIP D A SR S o R B N A S
Pangkat/Gol, BUBNE & s s s o s s a v s sl i
JRBAEERL 0000 e ae e s a s s S e e
NEIE. =000 s e T T R S A e T
BRI T S AR T N AT
Pangleat [ Gol: BAIAIVE 8w as immionssisei s i s s i s s s s so w0 s i vy
Jabatan L i S R 8 S SR e dst

untuk meleksanakan pelatlhan praktek kerja bagi PNS pada :

Lokasi pelatihan. e e s i s i e

Jangka Waktu pelatihan Vs a s A R S e e e

Jumlah Peserta

Sumber dana

dengan pertimbangan :

1. Kegiatan pelatihan praktek kerja yang akan dilaksanakan bertujuan untuk
meningkatkan kompetensi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung;

2. Calon peserta pelatihan praktek kerja memiliki kemampuan pengetahuan,
sikap dan keahlian/keterampilan untuk dikembangkan dan ditingkatkan
kompetensinya;

3. Bidang dan lokasi pelatihan praktek kerja mempunyai hubungan dengan
tugas dan fungsi calon peserta;

4. Calon peserta tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS dalam kurun
waktu 1 (satu) tahun terakhir dan tidak sedang dalam proses pengenaan
saksi disiplin PNS;

5. Calon peserta bersedia membuat pernyataan sebagaimana terlampir;

0 s R SR dst

Demikian rekomendasi ini dibuat, sebagai dokumen administrasi
pelatihan praktek kerja bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bandung.

BOTEANE, dviwssidvrs v viimmmiaiias
Kepala Perangkat Daerah

Pangkat/Gol
NIP.
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27. FORMAT SURAT PERNYATAAN IJIN
MENGIKUTI PELA
KERJA (PASAL 47 AYAT (2) HURUF F. TIHAN PRAKTEK

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami calon peserta pelatihan
praktek kerja :

1. Nama
BIFE @ B ueemiereamassim et e e e
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan .

2. Nama
WEE 0000 B i R R e SR A
Pangkat/Gol. Ruaﬂg ..............................................................................
Jabatam 0000 D e e G s e e sl dst

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Saya akan menyelesaikan pelatihan praktek kerja ini sesuai waktu dan
program yang telah ditentukan;

2. Bidang dan sasaran pelatihan praktek kerja yang akan ditempuh sesuai
dengan tugas dan fungsi pekerjaan;

3. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun terakhir dan atau tidak sedang dalam proses pengenaan sanksi
disiplin PNS;

4. Bersedia melaporkan hasil pelatihan praktek kerja paling lambat 15 (lima
belas) hari kerja setelah berakhirnya pelatihan;

5. Bersedia menanggung biaya pelatihan diluar yang telah ditetapkan;

6. Bersedia mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diberikan
Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima
bantuan biaya;

7. Bersedia mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah
maupun pihak lainnya apabila karena kelalaian saya sehingga tidak dapat
menyelesaikan pelatihan ini;

8. Bersedia dijatuhi hukuman disiplin PNS apabila karena kelalaian saya
sehingga tidak dapat menyelesaikan pelatihan ini;

9. Bersedia menjaga kehormatan dan memegang teguh kode etik PNS;

10. Bersedia mengabdi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun setelah mengikuti pelatihan praktek kerja.

..............................................................................

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai kelengkapan usulan
penerbitan ijin mengikuti pelatihan praktek kerja bagi PNS di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung.

Mengetahui, SOLEEBG, wosessuswmrarinsnennnssnsssyesstasssonss
Kepala Perangkat Daerah Hormat kami,
Calon peserta 1...dst
Materai 6000
Pangkat/Gol Pangkat/Gol
NIP. NIP.
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28. FORMAT SURAT USULAN PELATIHAN PRAKTEK KERJA BAGI PNS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG (PASAL 47 AYAT (3).

KOP PERANGKAT DAERAH

SOLEANG, . vrvnnesesnesserssmmons sqssmess
Kepada
Nomor : Yth. Bapak Bupati Bandung
Sifat : Biasa Melalui
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Bapak Sekretaris Daerah
Perihal :  Permohonan ljin Kabupaten Bandung
Melaksanakan Pelatihan di-
Praktek Kerja
Tempat
Disampaikan dengan hormat, berdasarkan :
1. Peraturan Bupati Bandung Nomor.....Tahun..... tentang..... (Perangkat
Daerah).
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor ...... TabTE v tentang Pedoman

Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
3. Suratdari......coceeeieniinennnnn. sebagaimana terlampir,

dengan ini kami mohon ijin untuk melaksanakan pelatihan praktek kerja
bagi PNS dengan pertimbangan sebagai berikut :
1. Latar belakang pelatihan
2. Maksud dan tujuan pelatihan
2.1. Maksud pelatihan
2.2. Tujuan pelatihan
Calon peserta pelatihan
Lokasi tujuan pelatihan
Jangka waktu pelatihan
Output / Hasil yang diharapkan :
Sebagai bahan pendukung, berikut saya lampirkan :
Persyaratan calon peserta magang, meliputi :
a. Rekomendasi kepala perangkat daerah.
b. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah.
c. Fotokopi yang dilegalisir :
a. SK PNS
b. SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai baik untuk
semua unsur.

B o LR

—

&

Surat pernyataan dari peserta.
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Demikian permohonan ijin pelatihan praktek kerja kami
sampaikan, kiranya Bapak dapat berkenan menyetujuinya. Atas perhatian
dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah,

Nama Jelas
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)

2. Yth. Inspektur

3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah



il

RAKTEK KERJA BAGI PNS DI

AT SURAT IJIN PELATIHAT PN BANDUNG (PASAL 47 AYAT (6).

. FORM KABUPATE
= LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOP SEKRETARIAT DAERAH
SURAT IZIN BUPATI BANDUNG
NOINOT © verenvnrensennes frsssiisminasumedf womeenpinpeses
TENTANG
I1ZIN PELATIHAN PRAKTEK KERJA
D o (dkk)
BUPATI BANDUNG
Dasar . Peraturan Bupati Bandung Nomos ...... Tahun ...... Tangga%
.................. , tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi
Terintegrasi bagi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung;
Membaca : Surat Kepala Perangkat Daerah............. NOomor .....ooocvvenes
Tanggal .......cvvvens perihal.....cccoeoees
MENGIZINKAN
Kepada
1. Nama SOOI USSP SR ——————
NIP I BB B e e R P e e i e AR
Panplkat/Oo] | e tioesmmsen sy st i ba s e s o e s
Jabatan R i e e e S S R
2. Nama A e e s e i 4 R A S RS SR e
e B L T e R
PAHBIALITIOL ©  uimaiovsiiss s saasnsaiisiohas dhnn st oammmien b e s s o R R R
Jabatan E T e e T S N
Untuk : Mengikuti Pelatihan Praktek Kerja pada ................cooon...

Mulai tanggal ........ s/d

Dengan ketentuan :

1. Biaya ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan, diluar yang telah
ditetapkan;

2. Melaporkan hasil pelatihan praktek kerja kepada Bupati Bandung melalui
Sekretaris Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya
pelatihan;

3. Bersedia mengabdi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah mengikuti
pelatihan.

4. Apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.
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Demikian surat ijin mengikuti pelatihan praktek kerja ini dibuat, sebagai
bahan lebih lanjut.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal

An. BUPATI BANDUNG
SEKRETARIS DAERAH

Tembusan, disampaikan kepada :
Yth. 1. Bupati Bandung (sebagai laporan);
2. Bupati/Kepala co.omms i (lokasi tujuan pelatihan);
3. Inspektur
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
5. Kepala Perangkat Daerah
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30. FORMAT SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI KEGIATAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PNS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG (PASAL 48)

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI PELATIHAN
Nomor : 800/ .c.cccovvvivvinannns 5 (Nama Perangkat Daerah)

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
NIP

Pangkat/Gol. Ruang

Jabatan

HEESHA ==} i s s s e s e e s e S S e
dengan ini menerangkan bahwa :
Nama

NIP

..............................................................................

Pangkat/Gol. Ruang

Jabatan

Unit Kerja

Telah mengikuti kegiatan pelatihan berupa..................... (bimtek, sosialisasi,
dll) pada :
HEFTERBEAL = 000§ s s i e e A e

Bertempat di

Jumlah Pelajaran/Materi

yang diselenggarakan oleh ............. (Nama PD) bekerja sama dengan .............
(lembaga penyelenggara terakreditasi) berdasarkan rekomendasi Kepala
BKPPD Kabupaten Bandung Nomor............. Tatggal v

Demikian surat keterangan ini dibuat, sebagai dokumen administrasi
pengembangan kompetensi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bandung.

BOTEANE v i
Kepala Perangkat Daerah

Pangkat/Gol
NIP.
Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Yth. Sekretaris Daerah (sebagai laporan)
3. Yth. Inspektur
4. Yth. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
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Lampiran Surat Keterangan Kepala ................
Nomor o100 ) S—— y (T — (Nama PD)
Perihal : Surat Keterangan Telah Mengikuti Kegiatan.................
DAFTAR MATERI / KURIKULUM KEGIATAN ..ooviviiiiiiiiiiiinennn,
PANGEAL oo mmemiiissess
BERTEMPAT DI wiiumanissi i
NO MATERI JUMLAH PENYAJI/NARA SUMBER
JAM
Mengetahui, Soreang,
LEmMBABE vummnsmsmmie ssessannis s
Ketua, Kepala Perangkat Daerah
Pangltat/Gel @000 0 ssssesssmssenssessa
NIP. Pangkat/Gol

NIP.
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31. FORMAT KESEPAKATAN RUMUSAN HASIL KEGIATAN EVALUASI
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN .................. (PASAL 50 AYAT (3).

RUMUSAN
TIM PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN DAN EVALUASI
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN......
DALAM KEGIATAN EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

TAHUN couiu i
Pada hari ini .......... tanggal ..... bulan ...... tahun ...... bertempat di ........ .
berdasarkan :
1. Peraturan Bupati Bandung Nomor ............. tentang Pedoman

Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

2. Keputusan Bupati Bandung Nomor .............. tentang Pembentukan Tim
Penyusun Rencana Kebutuhan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi
PNS Pemerintah Kabupaten Bandung;

3. Surat edaran Kepala BKPPD Kabupaten Bandung Nomor ...........
tentang Permohonan wusulan rencana kebutuhan pengembangan
kompetensi PNS tahun ..................

bahwa kami telah menyusun rumusan evaluasi penyelenggaraan

pengembangan kompetensi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bandung tahun ...... berdasarkan data-data yang terhimpun tentang

evaluasi pengembangan kompetensi PNS dari seluruh Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Adapun rumusan evaluasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi
PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun ...... sebagai
berikut :

1. Evaluasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi PNS melalui
jalur pendidikan, sebagai berikut :
1.1, Tugas Belajar :
1.2. Ijin Mengikuti Pendidikan Jalur Khusus :

2. Evaluasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi PNS melalui
jalur pelatihan, sebagai berikut :

2.1. Pelatihan Dasar :

2.2. Pelatihan Teknis :

2.8. Pelatihan Manajerial :

2.4. Pelatihan Fungsional :

2.5. Pelatihan Sosial Kultural :
2.6. Pelatihan Kepemerintahan :
2.7. Pelatihan Praktek Kerja :
2.8. Pelatihan Perangkat Daerah :
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Demikian rumusan evaluasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi
PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun ...... ;
selanjutnya akan dibahas dalam kegiatan Analisis Kebutuhan
Pengembangan Kompetensi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung untuk perencanaan tahun ........

Tim Penyusun Rencana Kebutuhan dan Evaluasi Pengembangan
Kompetensi PNS Pemerintah Kabupaten Bandung :

Pengarah : 1. Sekretaris Daerah,

Pangkat/Gol
NIP.
2. Asisten Administrasi,

Pangkat/Gol
NIP.
3. Kepala Bappeda

Pangkat/Gol
NIP.

4, Kepala Badan Keuangan Daerah

Pangkat/Gol
NIP.

Penanggungjawab : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah

Pangkat/Gol
NIP.
Pelaksana :
Ketua : Seckretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Daerah

Pangkat/Gol
NIP.
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Sekretaris ; Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur - BKPPD

Pangkat/Gol
NIP.

Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi — Setda

Pangkat/Gol
NIP.

2. Kepala Bidang Perencanaan Kesejahteraan
Sosial - Bappeda

Pangkat/Gol
NIP.

3. Kepala Bidang Anggaran — BKD

Pangkat/Gol
NIP.
4. Kepala Sub Bidang Pengembangan Diklat

Pangkat/Gol
NIP.
5. Kepala Sub Bidang Pendidikan Formal

Pangkat/Gol
NIP.



Kesekretariatan
Umum / Logistik
/ Transportasi

Akomodasi

ATK

Dokumentasi

Notulensi
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Kepala Sub Bidang Pendidikan
Fungsional, dan Kepemimpinan

Pangkat/Gol
NIP.

Pelaksana

Pangkat/Gol
NIP.
Pelaksana

Pangkat/Gol
NIP.

Pelaksana

Pangkat/Gol
NIP.

Pelaksana

Pangkat/Gol
NIP.
Pelaksana

Pangkat/Gol
NIP.

Teknis,
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6. Pelaksana

Pangkat/Gol
NIP.




